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NOMORtr

LEMBARAN DAERAH

KABUPATENWMATOBI
rAuun mto SERI A

PERAIURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 1 TA}IUN 2O1O

TENTANG

PENECIOUAN KEUANGAN DAEMH

DENGAN RAHMAT TUHNI YANG MAHAESA

BUPATIWAKATOBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan
pemeriniah Nomor bB Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam
,iriaOail"Nom*' 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PGng'ir'-lola-n

Kelangan Daerah, sebagaimana tela! diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu.adanya
pedoman pengetotaan sebagai landasan dalam

penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten

Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

1- Undang=Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tentang
penyet6nggarain Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolrisi-Airi-Nepotisme (Lernbaran Negara Republik lndsnesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3851);

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambaha!

LEmfaia n lUeg a ra Repu bl iK I n donedi a-Norn oi 4339)a

Menifnbang : a.

Mengingat :



3. Undang-Undang Noryor 1Z Tahun...2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara n"prfr'. rndonesia iahun 2003Nomor 47, Tambahan lJmo"'rrn- Negara Repubrik rndonesiaNomor 4296);

4' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara (Lembaran Negara *"ou-','* rndonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan I"ro"*i-fr"g"r" Repubrik rndonesiaNomor 4355);

5' undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan

i:5i::,i{,ff '{le!,i$!lii,$:#f:il:l'hqj?*-ff 
;:gRepublik lndonesia Nomor +iAgX ' '-

6' undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengeroraan oan rantgu.g .J.*;['k"rangan Negara (LembaranNegara Repubrik rno6iesil rfi;'i-oo+ ruoror 66, TambahanLembaran Negara Republik IrO"n".i" fVomor 4400);

7. Undang-Undanq- Nomor 25 Tahun ZOO4 tentang Sistemperencanaan -eemoanlunai 
il"ii-"1 (Lembaran- NegaraRepubrik rndonesia rinun zddl-''r'romo,. 104, Tambahan

_ Lembaran Negara Republik indon*i, Nomor 4421);8Hil,te.iffi 
3,"t!i,l,1lR:;i,,il'1,'1"#33,:i.jlit,.;88t

Nomor 125' Tambanrn l.roriSn-Ntlg"r" Repubrik rndonesiaNomor 4437) sebasaimana ieran oilu;r., v.rti;;;ilir;;sr.undang-Undano N6mor ri i.r,rn-iooa tentang perubahanKedua atas Uidang-undang 
'r'Toilor'gz 

r.nrn iodi'ff*"ngPemerintahan DaeEh tr"ri"r"n"ii"g"r" Repubrik rndonesiaTahun 2009 Nomor sg,'Tambahan'ilmnaran Negara Repubriklndonesia Nomor qAM);

9' Undang-undano Nomor 33 Tahun 2oo4-tbntang perimbangan
Keuangan antira F"r"rint"i'-'p]rr"i"o"n pemerintah Daerarr(Lembaran Neoara nepuoti[ rnoil;; Tahun eoo+ r,tomoi izo,Tambahan Leribaran t'r"gr;; iilil[rnoonesia Nomor 4438);

1o 
Yl-dTg.-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerahdan Retribusi Daerah 1t-emuaran rv"!"r" Repubrik rndonesiaTahun 2009 Nomor 

-tso, Tirbr["n'i!h,ro.ran Negara Repubriklndonesi+Nomor5049); ' -- -='-':"'

'11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Republik

tndoneiia tinun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

14. Peiaturan Pemeiintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah(LembaranNegaraRepubtiklndonesiaTahun200l
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200l
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Pfot6koler . dan K6uangan Pimpinah dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4417) sebagaiamana telah diubah

tigi fdi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2dOZ tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah

Nomor 24 iahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

,--Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerali (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

tteglra Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45Alt



18. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi .pem erintahan (Lem bara;i,ra;#"p=u'ifriJlniun"ri"
Tahun 2005 Nomor +9, Tam b"r,"n' r-"r"0";;'-ni6;;;' nipuniirindonesia Nomor 4503);

19' Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman
Daerah (Lembaran 

, 
Negara nepuuiir rri"""ri"' ilnu,i, zoosNomor 1 36, Tam bahan'Lem baiin 

-N"grrt 
c"prnrii' iilonesiaNomor 4574);

20. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Danaperimbansan (Lem baran NesiraReirui*'rr?"i".,J'i5iin roosNomor 137, Tambanan r-erioaran-'N"g"o R"putrit"inion..i"Nomor aSTS);

21' Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistemlnformasi Keuang_an Daerah it"ro"r.n Negara Republik
I ndonesia Tah un 2b.os Nom oi r gs,J;m oanan r_e,ila]an irilgrr"Republik tndonesia Nomor tSZOi-' 

'-
22. Peraturan pemerjntah Nomor 57 Tahun 2005 tentanS i{ibahKepada Daerah 

^(Lembaran 
r.r"tara i"prorir iriil:,:i'; f.nrn200s Nomor 13.9,_-Tambanan"-Lemoir* ri6;;;''iepubliklndonesia Nomor 4STT);

23. Peraturan pemerintah Nomor 5g .Tahun.- 2005 tentangPengeroraan Keuangan Daerah 1f"ro.r.n Negara Repubrik
t ndonesia Tah un 

?o.oj Nolq, r +0,'rir barran r_enitln'iri5s"r.Repubtik tndonesia Nomor 45Te)::' 
''' 

1

24' Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan fenerap"n- iGrio", perayanan Minimar(Lem baran Neoara Repubrni rnoones;t ranun z6oi'iroroi' i so,Tambahan Leribaran 

^i"#t" 
ci;lk"rndonesia Nomor 458s);

25' Peraturan pemerintah Nomor g rahun,2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja tnstansi-peiiJrintah (Lernbaran NeqaraRepubrik rndonesia rirrun eooo ru#oi't;, i##;;iil;:r".
Negara Repubtik tndonesia Noroi aOiql;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentann Famho^.
u ru sa n F"' 

" 
ii n i" n 

" 
n n n ti ia p;r;'il t# f#ffi f"?HSl:lprovinsi dan pemerintahan oaerin raoupaten/iota il;ilr",.,Neg_qrqlep!{bli! lldo_nggi" q"[* zd6z ruoro,, 82, TambahanLembaran Negara Repubtik rnoonesib-l,ioroi aiizjl', 

g,,,vq,

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi-_ p"r"ograt Daerah (Lem baran Negara Republik,lndonesia'Tahun
ZOOT 

-tlo|not 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomoi' 47 41);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan

PemerintahanyangmenjadiKewenanganPemerintah.Daerah
XaUupaten Waiat6Ui (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi

Tahun 2008 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah NOmOr 4 Tahun 2008 tentang susunan- 
Oiganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan S,ekretarial

Daid. perwakitin Raiiat Daerah Kabupaten Wakatobi

(Lembaran Daerah Kabupaien wakatobiTahun 2008 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang susunan-- gffiisasi dan Tata Kerja Dinas D.agrah Kabupaten Wakatobi

(Ljmbaran Daerah Kabupaten wakatobiTahun 2008 Nomor 5);

3l.PeraturanDaerahNomor6Tahun200EtentangSusunan
organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Bappeda, Penar'aman

tvtooat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten wakatobi

(Lembaran Daerah Klbupaten wakatobiTahun 2008 Nomor 6);

32, Pefaturan Daerah Nomor 7 T-a!u.n 2008 tentang Susunan--'Organisisi 
dan Tata Kerja SSttian Polisi Pamong Plaja

dJmnjran Daerah Kabupaten wakatobiTahun 2€08 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor'8 Tahun 2008 tentang susunan
- - 

organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

WJfatoUi (Lembaran Dierah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008

Nomor 8);

i+. Feriiurjn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang- 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diuiln Oengari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

frfegeri Nomor 13 iahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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Dengan persetujuan Bercama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSI(AN:

ITAPKAN : PERATUMN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

BAB I
KETE}.ITUAN UMUM

pasal 1

n Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

aerah adalah Kabupaten Wakatobi.

emerlntah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Wakatobi.
upatl adalah Bupati Wakatobi.

akretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
awan Perwakiran Rakyat.Daerah yang seranjutnya disebut DpR; adarah o"*"nrruakitan Rakyat Daeiah Kabupaten W*rLni.

ili!iEiT?.?'x":il'i'-*'!ff#,illnR:[,Toilii?rpFfl Bi'lllxlj?l,,*lonomi dan tugas pemban-tuan dengan prlrsrp oi*ri !.irrl-rr".nya daram
{_em.fa1 prinsip Negara Kesatuan i"pr'urit inorr"ri".r.ojglir"n. dimaksudrlam Undang-undang Dasar Negara Reiubrik rndonesia i"hrn"rgas.
rcrah otonom, selanjutnya diselut daerah, adgfah kesatuan masyarakat hukumng mem punyai batas-batas wirayah yang' berwen.ang;Eng.i*'d;.- ;;il;;rsen Pemerintahan O,?:^,*:l-L,Ig,a,i, 

1lsVarakat setempat menurut prakarsa

H,ltjn".ar.arkan 
aspirasi m asvarikat daram sistem N;d;' iesrtran Repubrik

B. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang P:l?ii:Fh"n oleh Pemerintah

kepadaDaerahiiion"*untuk'meng'iuio.imengurusurusanPemerintahan
dalam Sistem r'reg-a; (esatuan Repuplik lndonesia'

g.KeuanganDaerahadalahsem{ahakdankewajiban.daerahdalamrangka
penyetengg"r""n' p"il?'ilLn* O"rr"f, y*d' Ol'p"t iiinit"it"ng"n uan g term asuk

didalamnya segala bentuk kekayaan v"nd n"inuuungan dengan hak dan kewaltoan

daerah tersebut'

10' Pengelolaan 'Keuahgan Daera!.-*:l"h keseluruhan kegiatan yang meliputi

oerencanaan,pelaksinaan,penataur"n"rn,p"laporan,pertanggungjawaban'dan
b"ns"*"t"n keuangan daerah'

ll,AnggaranPendapatandanB_elanja'DaerahselanjutnyadisinokatAPBDadalah
rencana r"urngT;'1"hffi; d;trini"r'"n Daera'h yang dibinas dan disetujui

bersama oren JlmerT#n-'i"Li"n o";'#hD' ean Oitetipt<an dengan Peraturan

Daerah.

l2.PemegangKekuasaanPengelolaanKeuanganDaerah.adalahBupatiyangkarena
iabatannya mempunyai kewenangan'il,iitt.ggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan daerah'

l3.PejabatPengelolaKeuanga.nDaerahyangselaniYtl{?'iitingkatPPKDadalah
kepalasatuanxerjapengelola]<e.uangaioJeranyangselaniutnvadisebutdengan
kepala SKPKD v-a1s m-empuiy3lty'slt"fti;H;;ian p"ng"iolaan APBD dan

bertinddk'sebag; be;aahaii umum daerah'

14. Bendahara Umum Daerah yang.P]anjutnya disingll^F^UD adalah PPKD yang

bertindak dahml;t;tiitl'lJutg"ti oeno'anaia umum daerah''

15. Pengguna Anggaran adalah, pejabat pemegang' *ewenangan penggunaan

anggaran untuX-ir.elaksanakan tug.r;Jkof"d; ti,ngii SKPD yang dipimpinnya'

16.PenggunaBarangadalahpejabat'pemegangkewenanganpenggunaanbarang
milik daerah'

17'KuasaBendaharaUmumDaerahyangselanjutq.ya''9i:ilgkatKuasaBUDadalah
pejabat v"ng J'';|;';ti''il 

';il]i;"'l"ks"anakan 
sebagian tusas BuD;

1 8. Kuasa P-engguna Anggaran adalah^pejabat Vang- diberi'llf "tt 
untuk melaksanakan

sebagiankewenanganpenggunatnig";'o"i"mmelaksanakansebagiantugas
dan fungsi SKPD'

19. pejabat penatausahaan Keuangan sKpD yang selanjutnva disingkat PPK-sKPD

adatah pejabat yang metaksanakan filrid" ,1an" r.6u"ngan pada SKPD

o



Pejabat Pelaksana Teknis_Kegiatan yang seranjutnya disingkat pprK adarah
p.l_1bal Rada unit kerja.sKpD ya-ng metJfsa'natan datu atau o"u?i"p" kegiatan danruatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

3endahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas namalaerah menerima, menyimpin oan mem-u"},lrlr"nv"iink*" r.ng atau suratlerharga atau barang negara/daerah.

lendahara Penerimaan^:d*lffj"bat fungsionar yang ditunjuk untuk menerima,nenyimpan, menyetorkan, menatausahakari ollSmngrt"nrigrnglr*abkan uangrendapatan daerah daram rangka petatsJnaan ApBD pio. s{Fo.
lendahara Pengeruaran adarah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,r-enylmpen, 

. 
membayarkan, menitausaharani aJn,i.,.nipeiianggung;awabkan

ffirntrr 
kepertuan beranja daerah daram rangka petatJanain- nF'go p"J"

)rganisasi adalah unsur pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/ wakirtupatidan Satuan Kerja perangkat Daerah.

atuan Kerja Perangkat Daerah yang seranjutnya disingkat sKpD adarah oerangkataerah pada Pemerintahan Daerlh &tatu ienggrn" anggaran/pengguna barang.
atuan Kerja Pengeroraan Keuangan Daerah. yang seranjutnya disingkat sKpKDcalah perangkat daerah pala pemeriritan' oaefiri ' ,"t.Lu penggunalggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan peng-lol""n npgo.
ntltas pelaporan adalah-unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitastuntansi yang menurut ketqntuan peiaiuian -p.iift;ilJno"ng"n 

wajibenyam paikan raporan pertang g u n gjawaban oeruf a r"por.n G.i.ig"n.
rtltas akuntansi adarah..unit pemerintahan peng,guna anggaran/pengguna barangrn oleh karenanya wajib menyerenggarakan Jriuntansi-,i'"n ,ln},usun Laporanruangan untuk digabungkan pada eniiias pelaporan.

1l! lerja adalah bagian dari sKpD yang meraksanakan satu atau beberapaogram.

rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah y.ang seranjutnya disingkat)JMD adarah dokumen perencanaan untuk periode s trimJl t.il;l
)ncana Pembangunan Tahunan Daerah, seranjutnya disebut Rencana Kerjamerintah Daerah (RKPD), adarah dokumen perencanaan Daerah untuk periode rttu) tahun.

n Anggaran Pemerintah. Daerlh yang selanjutnya disingkat rApD adalah timng dibentuk dengan keputusan Bufati lan dipimpilr oran s6r<rei.iir'o""i.i'yrrg'

mempunyaitugasmenyiapkansertamelaksanakankebijakanBuoatidalamrangka
penyusunannperi'y;gj..ss"t"11"_t"iiiiio"tipejabaiperencanadaerah'PPKD
lan'peiauat lainnya iesiai dengan kebutuhan'

33,KebijakanUmumAPBDyang.selanjutnyadisingkatKUAadalahdokumenyang
memuat keb.rjakan bidang pendaprt.n,-illLnJa oin pemoiayaan serta asumsi yang

.unO"."tinyi untuk periode 1 (satu) tahun'

34'PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayangselanjutnvadisingkatPPAS
merupakan prog,Sri'p,ititL"' a"' ryt31lt'["i"J 

tirtimat insouaran Yaltt 
fl:t"tl53l

kepada SKPD 
'niur 

!"ti"p program sebagai acuan dalam pet

35. Rencana Keria dan Anggar'l ,q"l-u-T 
Kerja Perangkat Dcerah yang selanjutnya

disingkat RKA-SK;D aOlian dokumen p"i"*"nr"n-dan penganggaran yang berrsl

rencana prno"pJ"i, ffi;;; bd"*i? ;iTIC dan kegiatan sKPD serta rencana

;",ffi;),ffi' t"6"g;i o"sar penvusunan APBD'

36. Rencana Kerja dan nnqg?r3.!^ Pejabat Pengelola' Keuangan Daerah y-ang

selanjutnyaoisinJrili-'.**"ff;h'"n.in"kerja.dananggarandlnas
pendapatan, pengelota Keuangan o#'it"i-fi""i"n tpiXnD) selaku Bendahara

Umum Daerah'

3T.Kinerjaadalahkeluaran/hasildarikegiatan/program.y?'l'g."k"natautelahdicapai
sehubungan dengan penggunaan "|^;gF#. 

oEngan-kuantitas dan kualitas yang

terukur.

3S.PenganggaranTerpadu(uniftedbudgeting)adala!q"nyY:yn"nrencanakeuangan
tahunan yang o:'l;kukan s"c"'a. t"*i"il*i -uJrtJr' {gt*uh 

jenis belanja guna

melaksanakan kegiatan Pemerintahan''ving oio"sarkan pada prinsip pencapalan

efrsienqi alokasi dana'

39'KegiatanMultiTahunan(multiyeaaadalahsuatu.kegiatanyangsecarateknis
diukur dengan skata waktu p.f"Xr"nl'",ii?.'ti"V"' dilafsanaan lebin dari 1 (satu)

tahun anggaran'

40'KerangkaPengeluaranl?n-gF-Menengah.adalahperrdekatanpenganggaran
berdasarkan r-ebiiakan, dengan p?rgr";bir;. kepuiusan terhadap kebijakan

tersebut oir"r,]il'i''oli.rn p""t'ip"iiii i"nin dari satu tahun anggaran' dengan

mernpertlmb"dG;itprir"llul"vaartiur!t"?!11q::vangberiinskutanpada
tahun berikutnyi'Vtng tiituangkan dalam prakiraan ma1u'

41'PrakiraanMaju(forvvardestimat,e).adalahperhitungankebutuhandanauntuktahun
anssaran oJ''liJi"l" ;;l -tild*lfi oiJi"il'35"' suna memastikan

kesinambungan program dan t<egrataril""ng telah disetujui dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya'

8



42' Fungsi adalah 
llyliyqq..tugas pemerintahan 

dibidang tertentu yang diraksanakandalam rangka m encapai tuj;fiil;i,angunan n"sionii., 
.-

tt 
l#:?,lJ'g?':fiiff*ffi 'il,lillli'-lyln,, 

pem eri nrahan,yans m enjadi hak danmensurusrungsi-run;ssi*dffi li;;i^l6.:f E#:,#J,;fiyfl ilfl 
;,f 

,,:l:m elind u n g i' m eiaya ni,"m ;r;il;;" illn oan m 6n sqa nieiafa n m asvarakar.44, Program adalah penjabaran kebijakan SKpD dalam bentuk
;r;.:Hi^::ffjil,1;iflir;i:i1i:ffi 

:x';?l,r??:;{l:-':|,?iffi:?"i:r'fi i 
ji

45. Kegiatan adatah-"l;":i,i:fti:::f,i,,'ffi 

;:1,if trfl:il?fu d4flh$trtr$1ii:irberupa personir 
-(sumber 

;;ffffi,;s,a), oarang"rooii'tl_asuk peraratan dan
teknologi, dana atau tomo,i'ari'olri"t"o"op. ;i"; -k..#ua 

jenis sumber davalH,",i-'li:i;t::F;1;"iil;i'l,it,r, 'lnghl.irri.iiilj,,aran (output) daramtt 
ffiTlllj5Jm trf'*flTjril"Tfl diharapkan dari suaru prosram aiau keiuaran

"ffjlli:i-g#'ix'/f .;,:lff 
ffi 

,,1?J"iT:,',:::"gl,iff 
Tl*_,",ff 8[,;:t* 

iff iJ!ffi"#fl;5;x; Htr,ffi ;Tlll# :r 
m encerm i nkan berrunssi nya ker ua ra n

tn 
m'f ilix:,?lilil :'f,ffl t"JI;;nH 

.y1-g- g.?,,h yan s ditentu ka n oreh B upari
seluruh pengeiu.rin daerah. -"t qaerah dan digunak.n ,ntuk ;;;;G;

;0. Rekening Kas Umum p.?-"13n adatah rekening tempat penvin

iili'HT',hl*"'?|"f, ?l#''glil'Fi1fJ,iil.;f'flTl'#l',,1*'iis,.,'f "J:ldltetapkan. pengeluaran daerah pada b;;k ;;;
1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.l, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

' |,iiliffitilDaerah adalah hak pemeiintan 
Daerah yang diakui sebasai penambah

54. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
- 

pengutang nilai kekayaan bersih.

55, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingl<at PAD adalah pendapatan yang
"- 

oip"rofen oaerarly;;; d''pt;gut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

Perundang-undangan'

56. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Betanja Negara lt.g 
-Oi"f"ktsifin 

[epaOa. daerah untuk mendanai kebutuhan

oaerah dahh rangta petaksanaan Desentralisasi'

57. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan r"p"Oj daerah berdaiarkan angka prosentasi untuk mendanai

tenutunan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi,

58. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU.adalah dana yang bersumber
""' il;;;;;;t"n npeN vlng oiirorisikan dlngan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar Oaeran intuk mendanai i<eUutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.

59.D.49A!q[q9iKl-'usu-syangselanjutnyadisingkatDA|(adalahd€nayal|gbersumb-er.
da1 pendapatan-AptiN'i"ng Oianfasifan pada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu menOaial f-egiatan khusus'yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional'

60. Hibah adalah Penerimaan Eaerah yang berasal dari. Pemerintah Negara Asing,

Badan/Lemb"g"- Ating, Badan/Lernbiga lnternasional, Pemerintah Pusat'

Badan/Lemb"g" o"it.-ir"g"tiit"u eeiJiangan,.baik dalam bentuk devisa' rupiah

atau dalam o"ntul uai"ng dan/atau jasa terniasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak

perlu dibaYar kembali.

61. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada

daerah yang mengalami benc-anJnasional dan/atau peristiwa luar biasa'

62. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah'

63.DefisitAnggaranDaerahadalahselisihkurangantarapendapatandaerahdan
belanja daerah.

oa. Femoiayian oaerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kemball- 
dan/atau p"ng"tr-r"n yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutarimaupun padl tahun-tahun anggaran berikutnya.

65. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat siLPA adalah selislh

lebih realisasi p"n""ii*""i- dan 
-perigeluarin 

anggaran selama satu periode

anggaran.
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66' Pinjaman Daerah adalah semua transaksi ya.ng mengakibatkan daerah menerimasejumlah uang atau menerima r"nr11v"n'g d'riiriffif aari pihak lain sehinggadaerah dibebani kewajiban untuf memOayar kembali.
67. Piutang o""r.lg?l* jymlarr uang yang.wajib dibayar kepada pemerintah Daerahdan/atau hak Pemerintih Daerah iJ1g39n1 oiririit.rrirn uang sebagai akibatperjanjian atau akibat lainnya nerlasirtan peraturan R5runoang-undangan atauakibat lainnya yang sah.

68' utang Daerah 
{"1".n 

jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Daerah dan/ataukewajiban t"r-".11,3i' oaeran "vlng- da6at oinii"i o"ng"n uang berdasarkanperaturan perundang-undan gan, b;,j;nfii;];"ffi1#;lan sebab rainnya yans

69. Dana cadangan_adarah.dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yangmemerrukan dana reratif oesir iang tioa[ Japat iip.nrr,i daram satu tihunanggaran.

70' lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis sepertibunga, deviden,.royaiti, manfaaiios:ar oaniatau-m-aiia"ii.,nny, sehingga dapatmeningkatkan kemampuan F*i"rint"n ;-r;, ;6;.a petayanan kepadamasyarakat.

71. Dokumen pelaksaraan A.nggaran satuan Kerja perangkat Daerah yang setanjutnya
--djqiqglel DpA'sKpq aoaiin d;k*;n vqng memul4 pen_oapatan, betanja .dan
ffiHJilf:t vhn g disunatan seuaiai o"rbr p-erarsaniln'"-ngsrr.n oreh pdngg u n a

72, Dokumen pelaksan?al_llgg3fan pejabat 
, 
pengetota Keuangan. Daerah yangseranjutnya disingkat opn-FFxo aoaiin q*rt"L- ilat.inaan anggaran Dinas

|::LT""r, 
pengeroraan reuangan oan nsei oa"[-n-r"iir, Bendahara umum

73. Dokumen peraksanaaa.n p_erubahan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerahvang selanj utnva disingkat DPPA-'KP D €"d;tal d;d;;; y;ng,n 
"r 

rat perubahananggaran pendapatan, betanja dan pembiar; t;il offinaran sebagai dasarpelaksanaan perubahan 
"nggiran 

;i"f, 
'p"ngguna 

anggaran.
74' Anggaran Kas ada]al dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber daripenerimaan dan perkiraan arus las keruar yang digunakan untuk menoaturketersediaan dana yang cukup guna m-enoanai pfuat"san.".n npgo setiap perio-de.
75' surat Penyediaan p:ll yang seranjutnya disingkat spD adarah dokumen yangmenyatakan tersedianya oana untirr meur,r"li"r"i' ["JL,.n sebagai dasar4enerbitan Spp.

76. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat sPP adalah dokumen

V.ng diterbitkan oleh iejabai ying bertanggung ]?y^?b 
atas pelaksanaan

i<egiatanlOendahara pengfttiatan untulimengajukan permintaan pembayaran'

77. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat sry-Ls

adalah dokumen y"ng diijJf.n oleh- Oen?anari pengeluaran untuk permintaan

pembayaran f"ngsi,nt-fepa'Oa pinaf ketiga atas dasar.perjaniian kontrak kerj.a atau

lurai derintatr tierja"tainnya dan pemblyaran gaji dengan jumlah, penerimaan,

peruntukan Oan uiaXtu pembayaran tertlntu yin-g Oofumennya disiapkan oleh
'pprrc.

78. Surat Permintaan Pembayaran uang Persediaan yang selanjutnya disingkat.sPP'

Up adatah oor<umen Vantioltiuf"n 6ten oendahal-a pe.nS-el.tlaran untuk permintaan

Jlr|"lii'r"""raii" .,rng bersifat pengisian kembali (refolfing; yang tidak dapat

dilaliukan dengan pembayaran lengsung'

7g. Surat permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan.yang selanjutnya disingkat'- 
spp:cu ,da"h d;dffi; yang diajuka-n oleh bendihara pengeluaran. untuk

permintaan p"ngg;ii ,"ng p;rsedilan yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

g0. surat permintaan pembayaran Tambahan uang Persediaan yang. selanjuinya

disingkat SPP-Tij d;kfffi y"ng 
. 
diajukan oleli.bendahara pengeluaran untuk

peimlntaan tamoanan u"ng p6rt"-oiaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang

, bersifat mendesak-dan tidak dapat-diginakan- untuk pernbSyaran langsung dan

uang persediaan.

Bi,,Surit Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yeng
" " iigfi"klniiil"ruitr"n oleh pengguna ang'garan/kiasd pengguna anggaran untuk

fJnerOitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD'

g2. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM'LS adelah

dokumen- V"ng ;it"tbitran orcF pengguni anggf{f5:a pengguna.Anggarart

untuk penernitan SPZD atas beban peinletuaran Opn-SXpO kepada pihak ketlga'

83. Surat Perintah Membayar uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM'UF

. adalah dokumen yangi OiterOiikan oleh pengguna anggaran kuasa penggunt

rngg"r"n untu['f,Ln"iUiiin SP2D atas be5in pengeluaran DPA-SKPD yanl

._ aipl-r.gunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

g4. Surat perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM

GU adalah ooxumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa.p€nggunl

anggaran untuX'pendrOitln SpZO atas beban pengeluaran DPA-SKPD yan(

;4;G diGig;dk; rntux *"nsoa1t! uans persediaan yang telah dibelanjakan,
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85. surat perintah, Membayar Tambahan.uang persediaan yang seranjutnya disingkatspM-ru .o:,:L-g:llr,il ;il' oii"roi*.n' "lti.,olnssrn, 
anssaran/kuasapengguna an g garan untuk penero"itan. s pz b';irr;j#' penger uaran bpA_sKpD,

ffi :'ffi ,:?l;,l:l'J"ff ;JI,,,T;I; j,ll*:li;#ffi :Silsuuanspersediaanyans

86 sr'rrat:ffljlt:i.1"?:ilil,ti::J,'Xs^::grurnva 
disinskat sp2D adarah dokumen

i,.nlr"ii"ntprr,,'. s_. pencairan dana yang diterbitkin ofen,.tUo

" y,13fl' ff:r,*ffi : -:f-x! :i1;T';i'#:fl .l'g1 #il: -d 
i sed i a ka n u n r u k sat u a n ke rj a

88' Barang Mirik Daerah adarah semua 
!3L?ng 

yang.diberi atau diperoreh atas bebanAPBD atau berasat Oan peiofef",'an-tlinny" yang sah.
89. Kerugian O""rt:g?,ah kekurangan uang, surat berharqa

I,,T,rt?1 llm 
I a h n va seoas i i 

- 
aii6"t p";b, J i;; ilffi ,oi[ lff T# T"l,'11

90' Pengawasan fungsional adalah kegiatan 
.pengawasan yang dirakukan orehBadan/Unit ),rngJ."rrrnyiitrg"r jan rrns*i';;Ej,;i;;';"nsawasan dan meraruipem eriksaa n, pen g uj ia n, p'"n g u;rt" n i" n p."niiri"'n 

e, \s,\q,, p

91' Pengawasan Legisratif adarah k"g,.llT..r:ngawasqn yang dirakukan D'RDterhadap pemerin-tah oaeian sesu"itoug.*, wewenang dan iraknya.
92' Pemeriksaan adarah sarah satu *ilrl-Fp^'atan 

.pengawasan .fungsionar yang
fHli*il ffiH; ?fi:,*ffi[Trrja n a n ta rE p 

",.a 
tl ii,ir,e n ca n a/p ros ra m d en s a n

93' Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang_ selanjutnya disebut SAKD adatah sistem
f,:l3:Xff,lilu's l.9riqytip,o."' 

p-"i.i"tin p*6;;i;;;;;;enarsiran, perinskasan
pdar<sanaan;r'i'ATlXl,"f::i[g"il.,Hf'"*l,'j;JjnlA"#:i,,fl 

ililHar#"ffi il.94' Sistem pengendaria:_s"rrr. 
Keuangan Daerah merupakan..suatu proses yangberkesinambunsan vang dirakuran irerr. r;;;s;;;;;nrr yans mempunyaitugas dan fungsi metai<uran p"ng"norrirn ;;ail-;iii o"n evaruasi, untukmenJamin agar pelaksanaan f"uiliLn pengelolaan 

-L*ulng"n 
daerah sesuaiden gan rencana oan peratu ia. p;;;;l:rg_undangan.

95. Badan Layanan Ureaa;;i;;#E'i,!,&1ii{#;:6!It!f ,B['I?,"h,.?"Xil:lfi 
f '?lllfm em berikan pelavana n reiaJa "m as,," itii ;;;;p";;y"o i"t n or rrng da n/ata u

jasa yang dijual tanpa mengutamakan,mencari keuntungan dan dalam melakukan

i<egiataniya didasarkan padi prinsip efi9!en91 dan pro{uktivitqs.

t

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang LingkuP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan

pinjaman;

b, Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan

membayar tagihan Pihak ketiga;

c. Penerimaan daerah;

I ::ffHT":::rlng oir"ror","noi,i atau oreh pihak rain.b:ryp? y1lg, 1ri:t
berharga, piutang,'baiang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang'

termasirk f'emyain yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f. fer,iyaan 
-pinii-iain 

Ving- dikuasriTeh pefnerinnn Daerah Jahm' rdfrgfa

penyet"nggiraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum'

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Ruqng Lingkup Pengelolaan Keuanganp_a91ah;

b. Azas umum pengelolaan keuangan daerah;

c. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

d. StrukturAPBD;

e. Penyusunan APBD;

f. Penetapan APBD;

g. Pelaksanaan dan Perubahan APBD;

h. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

i. irnriirsan"an xeuinga; oa"iiri;
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j. Akuntansi Keuangan Daerah;

k. Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD;
L Pengendalian Defisit dan penggunaan Surplus ApBD;
m. Pengelolaan Kas Umum Daerah;
n. Pengelola piutang Daerah;

o. Pengelolaan lnvestasi Daerah
p. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
q. Pengelolaan Dana Cadangan;

r. Pengelolaan Utang Daerah;

s, Pembinaan dan pengawasan Keuangan Daerah;
t. Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
u. Pengeroraan Keuangan Badan Layanan umum Daerah.

Bagian Kedua
Azas Umun

pasal 4
(1) Pengeroraan Keuangan Daerah adarah keseruruhan kegiatan yang meriputiperencanaan, peraksanaan, penata usahaan, e;hd;;; p"i"ng gu ng jawaban danpengawasan keuangan daerah.
(2) Keuangan daerah dikerora secara 

,plp:^ !rt. paga peraturan perundang-undangan, efektir 
_efisien,..ekonomii tr"n.prr.n o"i-u!rt.nggung jawab denganmemperhatikan azas keadiran, kepatutan odn mJnraai rniri' r.ryarakat.

pasal S

Keuangan daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 4 ayat (Z)dikerora secara :a' Tertib' bahwa keuangan daerah dikerora secara tepat waktu dan tepat guna yangdidukun g dengan outti-oukti 
"om 

inisii"ri ving Ja;-;il ipt"ig g, n gjawabkan ;b' Taat pada peraturan perundang-undangan, 
bahwa pengeroraan keu-n$an daerahharus berpedoman pada peratuian e"iu-no.ng-Jro"ldli;'-"

c. Efektif, bahwa pencapaian,hasir program dengan target yang terah ditetapkan,yaitu dengan cara membanOingt<ari tr-iuaran dengan hasil;

Efisien,bahwapencapaiankeluaranyangmaksimumdenganmasukantertentu
atau peng gun 

".n 
rll[[ir' t"i".o" n'rhtrr- r 

"n.apai 
kel uaran tertentu ;

.Ekonomis,bahwaperolehanmasukandengankuatitasdankuantitastertentupada
tingkat harga Yang terendah;

Transparan, bahwa prinsip. keterbukaan yang.memunglill?n masyarakat untuk

mengetahui O"n m"dO"p-.if.n afses inioimaii seluas-iuasnya tentang keuangan

daerah;

l.BeitanQQuii$jawab';-banwa,pd.nnujudhnkewajib.an_sdgeorang_-.untuk
mempertanggun$til'bxan- pengebt"tn''il]i' pttl"nhai"n sumber daya dan

oetaksanaan kebijakan yang dipercr'"i "n'i"pfi;t; 
dalam rangka pencapalan

lu1uan Yang telah ditetaPkan;

n. 
^..0i"., 

-orn*. 
keseimbangan. distribusi kewenangan dan pendanaannyr

dan/atau keseimbangan distribusi naf ian X"*.iiUtn birdasarkan pertimbangan

yang obYektif;

L Kepatutan, bahwa tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan waJar dan

proporsionat; , r:..^-_Ar,AA r rnrr rk

l. Manfaat untul< masyarakat, ,bahwa 
keuangan daerah diutamakan untuk

' p"t"nuhan kebutuhan masYarakat'

Pasal 6

Penqelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrael yang

diwuludkan datam npiiriVi.g'seiiap ianuniit"t.px"n dengan Peraturan Daerah'

' Pasal 7

HakdankewajibandaerahdiwujudkandalambentukRencanaKerjaPemerlntrh
Daerah yang dijabarr"i-o"r"r bentuk dffiH; u"i"*" Otn pembiayaan dacrrh

yang dikelola dalam iititt p"ng"lolaan Keuangan Daerah'

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang nefuasaan-Rengetotaan Keuangan Daerah

Pasal 8

(1) Bupati adalah pemegang \"k-'-1t-t-T 
pengelolaan f:t?19:n 

daerah mellmprhklt

sebagian,t"u,"ru':un 
-kekuasaannd-y;tg b"y'p-t p-erencanaan' pelakeanmn

penatausahaan, pelaporan dan pertar'rig*gj"*tban, serta pengawasan keuangl

daerah kePada :
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a' sekretaris Daerah seraku koordinator pengerora keuangan daerah;b. Kepara sKpKD seraku ppKD; dan 
PsrrvElurd Keuanga

C. Kepala SKPD selakrr naiah^r -^*_
(2) pelimpan.n *"oj.t,ll"::^:":t'penesuna 

anssaran/penssuna barans daerah.

"'1i*.[r#fl },"ffi :;il]n'ffi frffi il3;':ffi :i:fr "*:*r,??:ff 
:

(3) Pelimpahan kekuiK;ilil;;; ffi$:taan 
sebasaimana dimaksud pada avat (1) d*etapkan densan

(4) Pemegang kekuasaan pengelolaan keu:ayat (1) mLmpunyar Kewenangan . rngan daerah sebagaimana dimaksud pada

dimaksud pada ayat (i) me;punyaitugas koordinasi di bidang :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

e. Tugas-tugas pejabat perencana'-daerah; PPKD dan pejabat pengawae

keuangan daerah; dan

f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordirlasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuhngan Daerah

Pasal 10

Kepala SKPKD selaku Pejabal Pengelola Keuangal Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi Bendaharan Umum Daerah;

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasayilng dilimp-a,hlSan oleh Bupatl'

a Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ApBD;

: Y:::.::::: 
kebijakan renrans peneeror;;'or'.,..ln' on"rrn,-srgrrY

y::::rr:"r penssuna anssaranrpenssu na barans ;Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ ku:
Menetenlre^ hanj^L^- lsa pengguna barang;Menetapkan bendahara o"no.i--]- ..---:_ 

* r'e'rvwvurr" oarang;

Menetanken naia,-^r 
a 

lenerimaan 
dan/atau bendahara p"ngelu"t.n;

(3)

d.

e.

f.

[";1;o*" pejabat vans berrusas 
'",J,i,"*; ffi-* 'fln.,ir".ndaerah;

. 
n 

HT:l?o** 
pejabat yang bertugas merakukan pengeloraan utang dan piutang

[T:ftJtr pejabat vans berrusas metakukan pensetotaan barans mitik

Hilff fl:1iti,i'r*f JrX?gnbertugas 
m ef af ukln p!!e uiis aras rasihan dan

Koordinator,jn!:,,ilf lff 
"n 

n"n Daerah
pasal g

infi ry,?LT'!:::11':;:ii?ii.J,ii:'iL.jt:;t-t*:re?rdaeiahsebasaimana
dimaksud daram p;il; ;;iilili;rffnegrotaan keuansan daerah sebasaimanaclalam membantu
1an'a,a^^--- - uupari menyusun Tl[?'j?:"ot]^al ngran dili;#il;
Fiil,_,i,,#ril*Til#..friT{"jii[?F.1,:"T;,i,9:l,li::il*$dipenyelenggattrn rrrr.n-p;rJ;in=t.i:ilfr . Keouakan dan mengtooroiffiil;;daerah. ' st'srtrrit'r?n uaerah termasuk p"ngeroE";'ffid#

(1)

(1)

(2)

daerah.
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e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. Menetapkan SpD;

h,

i.

j.

(3)

(4)

(1)

(z',)

a.

b.

c.

d.

a

t.

9. Menyimpan uang daerah;

(2) PPKD dalam meraksanakan fungsinya seraku BUD benrenang :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan ApBD;
b. Mengesahkan DpA-SKpD/DppA_SKpD;

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan ApBD;
d' Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

g' Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas namaPemerintah daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan peraporan keuangan daerah;
Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

H;,,i?[:T:[an 
kebijakan dan pedoman pensetotaan serta penshapusan barans

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat diringkungan satuankerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD.

IP.KD. le{anggung. jawab atas peraksaRaan tugasnya kepada BupatiSekretaris Daerah.

fenunjullan *r.r" lUD sebasa,r.::";;:lsud daram pasar 10 ayat (3)onetapran
dengan Keputusan Bupati,

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas:
Menyiapkan anggaran kas;

Menyiapkan SPD;

Menerbitkan Sp2D;

Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
Memantau peraksanaan penerimaan dan pengeruaran APBD oreh bankdan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuki
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperrukan daram peraksanaan ApBD;

h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan

investasi daerah;

i.MelakukanpembayaranberdasarkanPermintaanpejabatpenggunaanggaran' 
.i"t o"oan iekening kas umum daerah;

j. Metaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah daerah;

k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

l. Melakukan penagihan piutang daerah'

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD'

(4)Petimpahanwewenangselain.sebagaimanadimaksud.padaayat(2),dapat
dilimpahkan *"p"-i""i"i"u"i r"innvi''liiinJx*n; satuan kerja pengelolaan

keuangan daerah' 
Pasar 12

PPKD dapat melimpahkan kepada .pejabat 
lainnya dilingkungan

r 
"it-rt"nll"n 

tugas-iugas sebagai berikut :

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah'

d.MenyiapkanpelaksanaanpinjamandanpemberianjaminanatasnamaPEmerintah
Daerah; ,

ivtetaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

Melaksanakankebijakandanpedomanpengelolaansertapenghapusanbarang
mlllk daerah

Bagian KeemPat

Peiabat Pengguna-Anggaranl Pengguna Earang

Pasal 13

(1) Kcpala SKPD adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang

dlPlmPinnYa'

l2}KaoalaSKPDselakupejabatpenggunaanggaran/penggunabarangsebagalmanr'-' Orniaieud pada ayat (1) mempunyaitugas:

I MenYusun RKA-SKPD;

SKPKD untuk

c,

t.

g,
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b.

c.

Menyusun DpA-SKpD;

li",:fr:ltt 
tindakan vang mengakibatkan pengeruaran atas beban anggaran

Melaksanakan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
Menandatangani SpM;

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;

ll;,ffi,f1?.utans 
dan piutans vans menjadi tanssuns jawab sKpD yans

$,:iB"loj|f!,fi Lill ll',irlaera 
h/kekavaa n daerah va ns m enjad i ta nss u ns jawab

Menyusun dan menyampaikan raporan keuangan sKpD yang dipimpinnya;
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
Melaksanakan tuoas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang rainnyaberdasarkan t<uasj yang-oirimbanlin oie#upati; dan

d.

e.

f.

g.

h.

t.

k,

t.

m.

n. Bertanggung_ jawab atas peraksanaan tugasnya kepada Bupati meraruiSekretaris Daeiah. -. --'-"'

peja bar Ku asa p.ng g, n?TlTrlg;il,?" asa pen 
ss un a Barans

pasal i4
(1) Pejabat penggun-a 

- 
anggaran/pengguna j.rr.nq- dalam melaksanakan tuoas_tugasnya sebagaimana dimarsuo iEql,lasar 13.dapat merimpahkan sebaiianr(ewenangannya kepada Lep"ra unit ierja paoa sKpb seraku kuasa pengg,unaanggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan ."b3g.'?l kewenangan sebagaimana terseb.ut pada ayat (1)berdasarkan pertim-bangan tingkad; daerah, 
-U"r"i.n 

SK-Pil Desaran jumlah uanoyang dikelola, beban- kerjal ror,rsi, ro,i;;6;,' ",iil;n 
kendati dan/ataipertimbangan objektif lainnyj. 

' '---v'

(t) 
lfJi:5;#l.i"ii3"i,l",i,"[:J;lg;]," i?lf;gl''"n" 

dimaksud pada ayat (1)

22

(4)Pelimpahansebagiankewenangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a,Melakukantindakanyangmengakibatkanpengeluaranatasbebananggaran
belanja;

Melaksanakananggaranunitkeriayangdipimpinnya;

Melakukan penguiian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Menqadakan ikatan/perianiian keriasama dengan pihak lain dalam batas

"ngg?t"n 
Yang telah ditetapkan;

Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f'Mengawasipelaksanaananggaranunitkeriayangdipimpinnya;

sllX35',T.tlil,#'"?'- jl';:,T6:i"ffi 3fl 8;ffi '*llTilrainnva':"':'-::
*'";;;;.inr"nnn"'an/kuasa.pe'g9*.11:::s;::,1s"XTi5:U'fJ;n3ll:Kuasa pengguna arrggararu^uses l'vrrve-'-L"na"n- 

tugasnya kepada penggune
rv.,liL Ssrtanggun6 jawab atas pelaksanaan tugasnva K

b,

c.

d

anggaran/Pengguna barang, ; i
Bagian Keenam

Peiabat pelaksa-na Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 15

(1) Pejabat pengguna bnggaran/pengguna barang ' dan kuasa penggune

anggaran/kurr" p.iggJn'i'*lg 9{;r melaksanakfll- program dan keglatan

dapat menuniur pJaiJipaoa unit leria SKPD selaku PPTK' I

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan 
- 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan penimbangan kompeten.i-iJo"i.n, anggaran.kegiatan, beban kerJa'

rokasi dan/atr, ,"ni"ngi"ndari dan pertimuangan objektif lainnya.

(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pgng.gun? 
-Tg'9:ltn/pengguna 

barang

mbasaiman" o,,ri.i,lro 
"0"0"';i;-ir1'n"ftinggylg_ lawab atas pelaksenaan

i,6;.".y; k;paaa pen g g u n a an g garan/peng g u na baran g'

(4) PPTK yang ditunju.k oleh ryasl.iel9.9u.na.al-g-g?Ian/kuasa 
pengguna barang

aabagaiman" o,rirruO pada ayat ('ii-O-ett.nriguf'_g_fy.b atas pelakeanaan

tugasnya kepada iua'a pengguna angdarar/liuasi pengguna barang'

(6) PPTK memPunYai tugas mencakuP :

e, Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan



c' 
lti?Ji:i*t dokumen ansgaran aras beban pengeruaran peraksanaan

(u) 
,?^"jy::: _qnssaran sebasaimana dindokum en aoml i[t,asi *.gdt" ;. ; ;il;' ?:'_ll, j;:X"ilil,,l?l, Iyt ., m en cak up

ffilY,T:l:' 
pe m ba va ra n" ;;;; ;ilffi iL" n s"s, 

" 
i J; il;' i';5[t"Fg'l;f.#

pejabat r"".TrnjXl#i{:1"" 
nan sKpD

( 

" H:',*:ftii5l,f,gl.*o*'d"l,i'**t, o,* DpA-sKpD, kepara sKpDsebasa i m 
^lr??P;: 

vans m elakslnalan rrGi i"tl' l r"* 
" 

*"urnsa n pada s Kp D
(2) PPK-SKPD sebaoaim.na ..ri*^,-^..-,

a' Menerti -ffilffi:'ffl'Ji*da avat (1) mempunvaitusas:

b ;::#*,",i 
p6n g. il,'"'. ;#',1,?:i,1i:i, i?j:[:,f :[iT3 i,li, d i sam pa ika n

pri",.,dl,','"JiiH 
*33;: 

r'jfi;r,ii, 
gp.p:G u, sp p-ru

ketentuan F

c M e ak u ka n **:*t :l -_ l:t;,ffi Jilx f:flT,:?:,i:il i#1,",
d. Menyiapkan SpM;
e. Melakukan rr Meraksa**::'ffil*TiH: 

penerimaan;

g. Menyiapkan laporan keuangan SKpD.
(3) PPK-SKpD tidak boteh merangkap 

Ipemunsutan leie,imaan n"g"ir7o;5,"i;tXrri"f;:,,:rrX.[?fl j;+[n", merakukan

Bendaharap*n"ri?llxnol;t:Toll","pengeruaran

(1) Bupati atas usur ,1*o ,";J::"tpengeluaran untul
anssaran*or#fi1.r,'"n"i""n"i;":1-33!ff :;:?,ir'ffi i:T,"ilrri:lJr?TlT;

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)adaiah pejabat fungsional' -

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun

tidak langsung oirar';;; |.n"r"rri.n kegiatan-perdagangan, pekerjaan pemborongan

dan penjualan jasa atau nettinAaft 
- slUagai penjamin ataa

kegiatanipekerlaanlpehjualan, serta membuk, rekening/giro pos atau menyimpan

uang pada.rrtu o"i['iiau temoaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(4) Dalam hal Pengguna Anggaran m.elimpahkan sebagian, kewenangannya kepadn

KuasaPenggunaAnggaran,Bupatimenetapkanbendaharapenerimapembantu
dan bendahara penieT,iaran pembantu pada unit kefa terkait'

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungslonal

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan'tugisnya kepada PPKD selaku BUD,

(6)BupatiatasusulPPKDmenetapkanbendaharapengeluaranuntukmelaksanakan
tugas kebendanaraan o.ra* iangra pelaksanaal_.9g-?j"n pada SKPD yang

mengelota Oefania Jlnga, s.uOqi!-i, hibah, bantuan .soaial, belanja bagi harll'

bantuan feu"ng"'i d"; ts;i";j. tiOaf terOuga sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum APBD

.Pasal {8

(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka pelakeanaan

' ' 
DesLntraliJasi didanai dariAPBD'

(2) ApBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan

kemamPuan PendaPatan daerah'

(3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepadr

RKPD dalam ,.ngf";-ffir;ka; petayanan k'epada masyarakat untuk tercapalnyl

tujuan bernegara'

(4) APBD mempunyai fungsi otorisasi; perencanaan; alokasi, distribusi, stabillEael dan

pengawasan.

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran.yang menjadi kewaJlban

daerah datam t"niln jndai"n irng U"rs-nlfltan-harus dimasukan dalam APBD'

24
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(1) Funssi otorisasi ."*nfT,Jdll*i* 
r*lg:v"l (4) mensandung artii:llxi ;:s:?:?1,i,x1';1,[:;r;-rff",.,ni,r.,itr.r*i,iir,a n pendapatan da n

(2) Fungsi perencanaan-sebagaimana 
dimaksud daram pasar 1g*,^lary alggaran daerah meniadi n,or{nrnan ^^-, "I3!(4) 

mengandungil,"1.*?",,"133,:i:l,ji:nl"l,:iii[_i{ti,*fl ;?.ti j:fil:1,.!3i*i
m erencanakan r<eliatan p"J"'tir,, i'yl;il"rff !"f, il.
i{ii "'"",ffin"f"x1}:l'flI.if i,l*[:,:1.1g avat (4) mensanduns arti
l"i-i,iramF;:x,:,i*ilffi 

"'ilffi [J'Tl{i"'{:Jii,ff#"']9:fl #["#ffit'-:'f H:",litirgffi?t-"1fl :Fft:S:Ifffi?::'-*, j3.l$:meninskatkanensiensio-an'Ei.ffi it..i1;*ffJli:l:
fu,n9si distribusi sebagaimana dimaksud da
93!yt. t"6u"r,*.r"-*ssaran daerah n".,,ltTl:i1.19'1ry, (4) mensanduns arrii:lff ,#' 

ij a ka n ;*s Jil' dffi 
. 

i: 1,1"T ffi:il 3,,i:x' 
(3J 

"['::l,f,i'#

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan-beban

p"ngdlu"r"n daerah V"ng Oiufokasikan secara-adil dan merata agar relatif dapat

dinikmati oleh seluruh kiompof masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam

pemberian pelaYanan umum.

pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pen{eluaran yang a[an diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
'berjangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud

datam pasaf 21 ayat (t)'frirriOid'u-tung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup.

penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar

hukum yang melandasinYa.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk

setiap jenis belanja

Pasal 23

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harue

berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan

secara bruto dalam APBD.

,,,1 orro merupakan dasar pense 
" "::::::san 

daerah g:r^T masa 1 (satu) tahun
''' .ng!"r"n tei.nitung mulai'tan{gal 1 Januari simpai dengan tanggal 31 Desember,

(2) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setlap

tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

(3) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah'

(4) Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD

adalah mata uang ruPiah.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 25

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

kepatutan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

fllg.i stabitisasi sebagaimana dimaksud di
lah"va td;;;;-Flmerintarr Daerah j':[:1":l^1t :I?,,rot mensanduns artilJ.Ui,.iln-:x?:. j,;ffi xHl;J:fr i.il'J,i::l;i'ilil{')frilffilj,T'#meneupavakankeseimb"ng"niunilillloi,oliil?1"uil1:.[ffi memelnar

ili[i{fjT#.,#:;*:,1ilil:#jl*'s1g*i,:,?:"", j!:rit(4)menganduns
ilj),_!lil;1'?::t"'Fa,r1;;'?5T:i#t'::!,T$:{,i'i;fi '# 

jfl lffi 'fl ilfl'i:iditetapkan.!ffi g;nu'*; p"m e,int"i.r ilffi ':::f"?',jl,l,il,' ;:l!1,ff;-?:.["rilEl

1t; eenerimaan daerah terdiri
daerah.

pasal 20

dari pendapatan daerah Oan penerimaan pembiayaan
(2) Jumrah pendaoatan..gT'"f' 

sebagaiman3-or,mar.su.! pada ayat (1) merupakaniil[:iil#ns terukur secara ;;rdil vans oapaf a[#"iin,uk setiap kerompok
(3) Pendapatan daer

ketentuan o"oir# #ll.*?:fl::lli.*tam ApBD harus berdasarkan padaketen tua n peratu 
ra n ptilj XoJrll;ffi;Ur:

't' i;li;',T# ?:ri'?ff3 ',?llg:l'::: dimaksud,pada ayat (1) adarahi3"'''ffi ,'f:r,,?T'j, "'fiii{ [iT H *1| ffi 5: ili i J "" ff;j?:,b ersa n s k ura n m 
" 

ip,l.,-p Jo"j,#fii#ilffJ, #r, j;fl1, 
J:l

Pengeluaran daerah
daerah.

pasat 2i
terdiri darj helanja daerah

semua
yang

(1)

26

dan pengeluaran pernbiayaan
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a. pendapatan daerah;

b. Belanja daerah;dan

c. pembiayaan daerah.

(2) struktur APBD.sebagaimana dimaksud 
l_.d.. ayat (1) diktasifikasikan menuruturusan pemerintahan Daerah dgn organis#- y;ng bertanggung jawab

nff ffi:ff 
-a n u ru san pem e'intana ; G;'J;i ilJ, Ji o Jrii. peratu rin ee-ru noa ns-

(3) Krasifikasi ApBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimanadimaksud pada.. ayat rzl oipai 
'oir"ru"ii"n"r;,,gil *k"brtrh.n 

berdasarkanketentuan yang diteiaptin' oenjJ piraturan peru ndang-u ndan ga n.
pasal 26

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 25 ayat (1) huruf ametiputi semua penerimain uing 
-metatui 

,"r"iing,[Jr. rru,n daerah, yang
lll"?[?fl 'rir:U?'-:il1?,,Ti#'r*1];;il;","hi"i!'^l'*t"[un";s";;;n'i"n

(2) Beranja daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 25 ayat (1) huruf b meriputisemua pengeruaran dari rekening ka.s. umum daerah y"ng ,*ngrrangi ekuitasdana, merupakan kewajiban oi.rrn oa"r;ilffi; r"igg"r"n 
dan tidak akandiperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 25 ayat (1) huruf c
il:lfJltffSf,,"offi:**Ji t"u'n6"n untuk menutup derisit atdu untrr.

pasal 2Z
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a dirinci

IilTJlTd:i,T:,.'ffiliifi'h an Daerah' ;'s#;;i,'tffi oi, i l,ii,, 
-tlv*k U;

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 25 ayat (1) huruf b dirincijff[::t':'-';:li''"#?'';j?:?i.',fffi 
:'o'g*i*"'il0i6;;,r"ui'.t",,-r,.t#;

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c dirinci
ill"JJlTd:X';:,#?#::*anan oaeian, orsan isasi, l"ro,n po[, j"ni., 

-o!-y; ;;;
(4) Urusan pemerintahan, organisasi dan/atzu_proqr"r,. kegiatan, kerompok, jenis,

,"jJ:I.il* 
rincian ooverieoat;ir*; dimaksud pada avat (2) mempunvai kode

(6) Pendapatan, belanja dan pem.biayaa.n sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) dan

ryst (2) merupatariiagian Oari akun keuangin daerah dengan kode tersendiri.

{6) Untut tertib penganggaran, k9d? t:P?g"imana dimaksud pada avat (2) dihimpun

'-' m.nlaOi satu keiatuln yang disebut kode rekening'

(7) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan

ptnyusunan statistir< [eu"ng"n ruLgara'-perubahan d?n ?glTbahan 
kode rekenlng

rlnclan objek pendapatan dan belanja Oieian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dlatur dengan Peraturan BuPati'

Bagian Ketiga
PendaPatan Daerah

Pasal 28

Prndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dlhrlomPokan atas:

!. PendaPatan Asli Daerah:

b, Dana Perimbangan; dan

0, Laln'lain pendapatan daerah yang sah'

Pasal 29

(l) Pcndapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerlntah

Drerah untuk mendanai pelaks"n."n"otonomi daerah lesuai dengan potenal

Jijren sebagai perwujudan desentralisasi'

(!)Krlompokpendapatanaslidaerahdibagimenurutjenispendapatanyangterdlrl
tllt :

l, Palak Daerah;

b, Rctribusi Daerah;

e, Haail pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d, Laln'lain pendapatan asli daerah yang sah'

(9) Jonla Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayEt (2)

huruf a dan nurui o Jirinci menurut obyek pen-dapatan sesuai dengan undang'

UiiOang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah'

(4)Jrnlahasilpengelolaankekayaandaerahyangdipisahkan'sebagaimanedlmakaud
prda ayat tzl nuruic oiiin.ir"nrrut obyek-pendapatan yang mencakup:

25 ayat

0
(1) huruf a

to28



a' Bagian raba atas penyertaan modar pada perusahaan 
Mirik Daerah/BUMD;b' Bagian raba atas penyertaan modarpada perusahaan 
Mirik pemerintahr BUMN;

c' 
Fi3ff"Fiil,iiTr3;:f*?:n modar pada perusahaan Mirik swasta arau

(5) Jenis tain-rain pendapatan Asri Daerah y_ang sah sebagaimana dimaksud pada avat(2) hurur d, disediaki;-;;trk;is'Jrp&,..k"" p";;;.;;; daerah yang tidak

iTff ::l ff:?n t"#t fff:;-:l;1l;r iT F b;#' Tln na si r pbns6roraan
lain: ._.. /_.,v v,p,oar^d, qrrnct menurut obyek pendapatan i;d;;;
a' 

lfrt:1ffi?lffii:1, 
*"*ttt"n daerah vans ridak dipisahkan secara tunai atau

b. Jasa giro;

c. pendapatan 
Bunga;

d. Penerimaan atas tuntutan gantikerugian daerah;e' Penerimaan komisi, potongan ataupun 
, 
bentuk rain sebagai akibat daripenjuaran dan/arau p"rig"J"in'bar]ig oanlat", I"rr'Jr"rr iaeraht 

lnlllt'taan 
keuntungan dari serisfr nirai tukar rupiah terhadap mata uang

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
Pendapatan denda pajak;

Pendapatan denda retribusi;

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
Pendapatan dari pengembalian;

Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

pasal 30

[?1"#5,:: 
pendapatan dana perimbansan dibagi menurut jenis pendaparan 

vans

(2)

(3)

b. Dana alokasi umum; dan

c. Dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari pajak

dan bukan Pajak'

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a. Bagi hasil Pajak; dan

b. Bagi hasil bukan Pajak.

(4) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a terdiri atas :

a. Pajak Bumidan Bangunan (PBB);

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c'PajakPenghasilan(PPh)Pasal2ldanPasal2SsertaPPhorangPribadl
Dalam Negeri Pasal29'

(6) Dana bagi hasii yang bersumber dari bukan

ayat (3) huruf b berasal dari :

a. Kehutanan;

b. Pertambangan Umum;

pajak sebagaimana dimaksud Pafr

.9.
h.

i.

j.

k.

t.

c, Perikanan;

d. Pertambangan MinYak Bumi;

e. Pertambangan Gas Bumi;

f. Pertambangan Panas Bumi'

(6)

(7)

m,

n.

DanaAlokasiUmum(DAU)sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbadalah
dana yang nersumOeil"ti'plnOt"p.tan APBN yang dialokasikan untuk mendanal

["out,]nun' Daerah datam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Jenis Dana Alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan Dana Alokecl

Umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah

dana yang nersumOei-Oari p".Olpatan ApBN dengan tujyal untuk membantu

mendanai kegiatan rirtJt'V"ng ."rupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prloritas Nasional.

30

(1)

a, Dana bagi hasil;

(6)
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(9) Jenis Dana Atokasi Khusus dirinci myang ditetafkarioteh pemerintah. enurut objek pendapatan menurut kegiatan

pasal 31
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagimenurut.mencakup: -'--'-'r rsrri lenis pendapatan yang

a' Hibah berasar dari 
.pemerintah, pemerintah Daerah rainnya, badan/rembaga/

lJi,"""?i"} ;yf iX ff ';:. ff :il 
; r' 

"r 
I' por ; 

"'v;;;k#1,.o," ns 
" 
n d a n r em b a ga

b. Dana darurat dari pemerintah dalamakibat u"n."n" JLr; rangka penanggulangan korban/kerusakan

Dana bagihasildari provinsikepada Kabupaten; {-/,
::;; ::l::::T: ::l 

*'i otonom i khusus vans ditetapkan oreh pemerintah; danI r slilrtltll[an;Bantuan keuangan dari provinsiatau dari pemerintah Daerah tainnya.
pasal 32

Hibah sebagaimana dimaksud daram pasar 31. hu.ruf a adarah penerimaan daerah yangberasar dari pemerintah--;r,i;;" 
"liig, oaoanlem-nli. 

, 
r.ing, badan/rembagainternasionar, pemerintarr, oaol"n]iJmi"1J;g"rU;;#;"*K 

perorangan, baik dalam
i:i:lT[" ff :i1i i, Ji,? ii', nt*t'fflilx' d;;,il J j:::, 

u 

i31,,.,,, te n a sa a n, i oL n

. pasal 33
t" 

i;,ir13:f;#fl:,:ebasaimana dimaksud daram pasar 32, merupakan o*tr"n
(2) Hibah sebagaimana dimaksud p"d"^Lt_ (1) dituangkan daram suatu naskahperjanjian hibah antara p*r"rint.iJleran 

dan pemberi hibah.(') 
fi?il,,lioasaimana 

dimaksud pada ayar (2) digunakan sesuai dengan naskah

pasal 04(" 
3J.:i,,lffiJ?i1"fl?,oi;;Jil;f;ff:"'*ana cimaksud daram pasar 31 hurur c

(') 
*"#:jilt.bagi 

hasil pajak daerah provinsi dirinci menurut objek pendaparan yang

a' Bagi hasir pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan AtasAir (pKB_r.AA);

Eef|ihr|llBecBalikNamaKendaraanBermotordanKendaraanAtasAir
{EEHKB-KAA);

ErEi Fiutl Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB):

Er€lhartlPajakPengambilandanPemanfaatanAirBawahTanahdanAir
F:rmukaan.

Pasal 35

E.

€,

c.

d.

e.

lllF{rhdrerah,hasilpengelolaankekayaan{aer.ahyangdipisahkan'lain'laln
F:nclrprlan aa' o."r"h-,,ing san.yang fitianster langi.yng ke kas daerah, dana

Ffi.'brngen Oan-fainJairi pe-nOapat'an i""i"[ Vtng satidianggarkan pada SKPKD'

l3lR:trtburldaerah'komisi,potongan'keuntunganselisihnilaitukarruplah'
ilndrpetnn da. penyelenggat""n .pLnOiOiian 

-Oan pelatihan' hasil penjualan

k:hryaan o""r"n"-vliJ 
=tiJ"! oipisanian dan hasil pemanfaatan atau

Ftndryagunr"n x"r"f""n'daerah yang tioat dipisahkan yang dibawah penguasaan

prngguna ,ngg"rrn)i"ngguna barlng'd;t&;Ik;t p"o" srFo' ,r, r#) 4 t
"Ji5il"I3:SH' AVx{AP wF

Pasal 36

(1|EclanJadaerahdipergunakandalamrangkamendanaioelaksanaanurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan ["Er["t"1t yang_terdiri dari urusan waJlb,

uru*n pilihan dan urusan y"ng p"nrnftn"nn'b dahm b-gian atau bidang tertentu

yang dapat Oifafsanafan Obrsima "ntj* 
F"t"rintah dan Pemerintah Daerah atau

antir pemerint"ri6"liln 1l".g diGGp["n o"ng"n ketentuan Pergndang-undangan'

(3) Bclanja penyelenggaraan.urusan wajib sebagaimana..dimaksud pada ayat (1)

dtprlorltaskan unir"f"t"lindungi Oan m"ninlfatiin kualitas kehidupan masyarakat

dalam upaya ln"r"nrni kdwajiban J""',r"n yang diwuiudkan dalam bentuk

peningkatan petayanan dasar, penOiOinlil'Gr"fi"t""n, fasilitas sosial dan faellltae

umum yang t"yai';tt" ttng"tbangkan sistem jaminan sosial'

(3) Paningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dlwujudkan metalui prestasi t<erja aaiail" p"n""p-"i"n standar pelayanan minlmel

berdasarkanurusanwajibpemerintan.DaerahsesuaidenganPeraturen
Perundang-undangan'

Pasal 37

(1) Klasifikasi belanja m.glYrut.","?l Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 36 avat tiiteioiri oari betanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan'
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(2)
f|!|Xf-XtJ.belanja 

menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum;

d. Perumahan rakyat;

e. Penataan ruang;

f. Perencanaanpembangunan;

g. Perhubungan;

h. Lingkungan hidup;

i. Pertanahan;

j. Kependudukan dan catatan sipil;
k. Pemberdayaan peremp.uan dan perlindungan anak;
L Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m, Sosial;

n. Ketenagakerjaan;

o.. Koperasidan usaha kecildan menengah;
p. Penanaman modal;

q. Kebudayaan;

r. Kepernudaan dan olah raga;

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. 

9-t_oloTi . daerah,. pemerintahan umum, administrasiperangkat daerah, kepegawaian Oan fersandian;
u, Ketahanan pangan;

v. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
w, Statistik;

x. Kearsipan;

y. Komunikasi dan infoimatike;

FttrPuilakaan'

lill't bclanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Frytrnlant

h lbhutrnan;

lnrrgtdan sumber daYa mineral;

Frdwlrata;

Krlrutan dan Perikanan;

t Ftdrgangan;

f, lndurtrl;

It Kttrlnemigrasian.

lflfnlf menurut urusan Pemerintahan yang penangananny-a, dalam bagian atrU

bldrng tertentu V.ng' O"p"l- Oitatsanip"ri 
'nersaira antara Pemerintah drn

lUnfrlntah Daerah yang ditetapkan Oengan-f-"t"ntuan.. Perundang-undangrfl

dlhbrrken dalam Oentuf program dan Xeiiatan yang diklasifikasikan m$urut

Urulln wallb dan urusan Pilihan'

Fasal 38

belanjamenurutfungsiyangdigun3\quntuktujuankeselaragandrn
n pen'getolaan keuangan negara terdiridari :

keuangan daerah,

Frlryanan umum;

l(dtrtlban dan ketentraman;

lkonoml;

Llngkungan hiduP;

Plrumahan dan fasilitas umum;

lbmhatan;

Prrlwleata dan budaYa;

Prndldlkan; dan

Prrllndungan sosial.

l
I'
f,

f'
h,

t,
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pasal 39

5!x':'J:ff:l"o,ilixr:JiJ;;;'S'._ffi 1'j,:"J:fl :fi?jfi 3flffi :,da,ampasa,27avat(2)

(1) Klasifikasi belani 
Pasal4o

."i*:i"ii,p:ii,H1t:::1,5,H"tl;:.-TJ;:il.F:trjJ,T,:ffi 
,''Tff '?":;j:il

(t) 
oo"1?fr,'"Jil:rtfl9!t".i.prosram dan kesiaran pemerintah densan pemerintah
iil*ji*,i';1"J#nJ:il"ffi :,$:fl ';:T-"T}X?:'ffjj-ii"r,'*ip';;:;:i"i1;

pasal 4i
(t) 

f,"r5#;#enurut 
kerompok beranja sebagaimana dimaksud daram pasat 2T ayat (2)

a. Belanja tidak langsung; dan
b. Belanja langsung.

(2) Kerompok beranja.lidak rang.sung seb-aga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a
;:i:[3:H:, !?lX?il l*t-"l**"*"n tid;k tor"it" s".,ra ranssuns densan

,"["J,', ji:;I,'i:Eij:r,jl3:Hfl 
n;,.?:3i$_Ti,$T,.:-;"Xi,ffi $iJ[:;[3,"[#:,1program dan kegiatan ."rt. njr-irny"."

Beran aP;iff;TJnssuns

5:',"rg"*ffi?ll?;lls[:il;,il:.-r"1"?e?ilil:i 
"ksud 

da,am pasa,41 ayat (1) hu.ur
a, Belanja pegawai;

b. Bunga;

c, Subsidi;

d. Hibah;

e Eanluan BoBlali

f Helan;a ttagl hasil;

g llanluen kcuangan; dan

h Eelrnla tidak terduga.

Pasal 43

lll Erlrnle pagawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan' ' 
tretrlja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,.serta penghasilan lainnya

y:rrg dlberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan

krlettluan Perundang-undangan.

l3l tllng representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan'-' tln;irrgan Bupati dan Wakil-Bufati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang

dilalapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan dalam

tnlanla pegawai.

Pasal 44

lll franrerlntah Daerah dapai memberikan tambahan penghasilan kepada pegaWal

rugcrl sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan

rnjrnporhaiikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD

reauel dangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

lpf FeraetuJuan DPRD sebagaimana dimakSud pada ayat (1) dilaksanakan pada

pcmbahasan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 45

(l) lambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlkan

rlelam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerJa,

lempat bertugas, XonOisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau

grartimbangan objektif lainnYa.

(3) tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikln kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk

rrianyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal'

(3) larnbahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada

eyet (1) diberikin kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya

!rerada'di daerah memilikitingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil'

t4) lambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada

cyat (1) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya

horada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
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tt' 
#il0;;;,i1i"jlfl:::1?1 berdasarkan *,"111n-*l"l proresi sebasaimana dimakme';ririir,"!e',.#Ji',ff il:T,XT"?,nUil'"gi;'i.ipiiyl;?-,ofi ,,mensembantu

(6) Tambahan penohi'-'.ffi 
i,[i,1fjtii: jH:':11?,"T:?i jJ::1X.,;,i;5nT,rfl 

*ilil:,i#,i,il:i:
''sg'i'llHft#d jlJ:iff 

,ilffi 
i,,,"Jtiitff *,#_:36ifl LB:;fi *?T&ff :;

[iH,:, j;fii"Jtr:lij:l?;ff 
tffi,,,,*,llill",,,,adimaksu d dalam pasal44 

ayat

:"^!ri" bunsa *o,q:g*J,,:*,,l"qfi 
H:rjt.l,rur b disunakan untuk

f :Hr,##l:hff [,Tt.:?t":!1,fl 
,?r"ii::,*,,m1=np,?*f"T"_,J?t:

, pasal 49

Hl tgg5fr ilbah aebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d digunakan untuk
'" ilen€bnggnrkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada

Fien-stniitr rtau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan

EgnlUrt kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

B tanan hlblh diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
=' fun'gfn dacrah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

tll Fmprrlan hlbah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat
'-' #fntrn kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam

F*rlunn Porundang-undangan.

Pasal 50

lll Hlfih kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
' . 

F*nyelenggaraan fungsi Pemerintahan didaerah.

El HtUrtr kapada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan' plryrnan koPada masYarakat.

lll gilrtr kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
' 

Eifnyrl€nggeraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.

tll Hlbrh kapada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk

mrnlngkalkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara

fUngrl6nat terkait denlan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I Pasal 5{

lll Frlrn1a htbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) bersifat bantuan

yang 
'ildak 

mengik;Vtidak secara terus menerus dan tidak wajib serta. harus

biEuiafan eesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanJlan

hlblh daarah.

l!) Hlbah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan' 
brhwa pemnerian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan

k:uengan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang
panyalanggaraan Pemerintahan Daerah.

(il Neskeh perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

hurangnia meinuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah

utng yang dihibahkan.

(1) Beranja subsidi sebaffI3L?-dlr"J:i1., 
pasar 42 h

ffi :?Hf ;i5r-:il'::?:r?f *x;;*uu';[T#flitr1[:#:,"*,,rJ:i
(2) Perusahban/tembaga tertentu ,"0"*,.j"" '"]::Ti oreh masyaratat banGi.

perusahaan/leml
masyarakat. 

- basa l,;'g ;;"isfl3iilI;';,"1',:?':1:i ffil';r,4"g l*l*
(3) perusahaan/lemt

(1 ) r;'. tJ'rii i ii;:fr ,ff ffi:fr?i":if;i ;Ji:iH:"sa im a na dim aksud pada ayar

"' #fJ:l?H:fl ffi "ii:?ffiT g"lfi :H::#ffi ,ff 
, (3) di,a ku kan o,eh B p K sesuai

(5) 
P_1T . rangka pertanggungj"*"0"n'
sebagaiman; oiir"i,.r'.i"';lX:""T. pelaksanaan APBD, penerima subsidip"'t'ngs,nsi-,1ff[]inrflji o"ilj , rrr *'iiu "r?l

(6) Beranja subsidi sebagaimana dimaksud 

suodicji t"p.li" eroiil.y"tn"itan laporan

lfl{i;r:tu:l:riTffi :i''Ttr,'Tffi il:hxx,?;Fi*#il,,:"8*F*fu 
n
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Pasal 52
Pasal 55

(1) 
3ilU,3;[;::,l:',T3xt#Tffijff*xl daram pasar 42 hurur e digunakan
Oentuk G-nq Oan'tau harann u^,^*^^;11g_ 

bersifat sosial kemasyarakaian tldfk tcrduga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 42 huruf h adalah

untul Xegiaian yani sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang

plni n gs uia nsan'be nian a a lam dan. bencan3 sosi al vl!$ I'I* -{ 
q:i!11?f l

benrukuansdan/atauoaringG;ffi t;u":,:";Tril::?"i;TrT:ffi ffi?il-:(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud p?g? 
3yl! (1) diberikan secara selektif,terus menerus/tidak -m eng'r,"G;i ilririti r6i.rJrir" p"ffi ,*an penggunaa

fl3lfl ?,lrT.'['.,?fl lim 
o a n s t"a n ?;; ffi ' x" u 

" 
i g ;n i; #"t' ; 

",', 
d *era p k a n d e

dr-n Oeftifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas keleblhan

deerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(3) Bantuan sosiar vang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat di"il'"f;il?;f n 6.niu"n'lJ'*[,i iibi *t ib ;;' ;!"i ";arus 
d iberika n

its1fhn yrng bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk

ffiil 'drr-urat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabllltac

*Ehinggiraan pemerintaha-n Oemi teriiptanya keamanan, ketentraman den

hlidbrn mraYarakat di daerah.

(4) Khusus kepada oartaip.oritik, bantuan dg.J,I_".n sesuaidengan ketentuan peratuPerundang-undangan ii"ngd"rk"n irr., bantuan sosial.
pasal 53

b lfhffmOlllan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yeng

i ilA[ Oitutup aebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktl-lhF dllutup sr

hHlYrng aatr'

f,ffffi-ff"*,fftJj:o?nairnana dimaksud dalam Fasar 42 hurur r disunakan
Kabupaten ar", .,'.;,,lipj^n?r]1.ryp bersumber r#.r;d#tan provinsi IKabupaten ara u oenda' aiit t;t,i;i3; -:qig!i"T:rii#T::T j#"[x
i;,ff,H'f [",.t X"rf[ |;HU" 

i;o;o:'=' ; J, e ri n ta h D aera h r a i n n ya se s ua i

pasal 54

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud daram pasar 42 huruf g digunakanlHi,jl"il"xx'jlm:rur;"n"nl:;'*$gJ_:m'FJ[ii,'H,H.Hil
lainnya atau dari pem;rt"r, d;:.il; k"d; i;Ji,iffi"desa dan pemerintah
*oiHi.f'tnva dalam,;;;k;;;;rt"ir or.r"i"u "p"n,ng*atan 

kemampuan

t2l 9:lly:t keuangan yang bersifar umum sebagaimana dimi

ffi :',l'#lF:,3;,l*u:i?""iT',;"fl ffffif"''#!1l?#jT"[!l3o!"ff t?,i,g;
tg) !3ly,rl keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dinperuntukan oanienjguniannya Jit"irpr,.n datari peratrr* ;ff# pada ayat (1)

(4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud

ffil?fl illt,'LJlfi:Xt"i:li;-i:'ffi i;;'il'"ol'i'^'[1'83'""il;':?'i:ff I

Pasal 56

ldfnlr pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dianggarkan padr

ilinil 6rginisasi ber[enaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan'

il lflmh bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanJa bagl

- ilI,';.hnji tjantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimakrud

i [ifm Ftii eZ hurut b, hurui c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h hqnyl' d$ft dlanggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2 r
Belania Langsung

Pasal 57

*npol bolanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4l

Td tit huruf b bibagimenurut jenis belanja yang terdiri dari :

ErlrnJa pegawai;

Erlrnla barang dan jasa; dan

BrlrnJa modal.

Pasal 58

BdrnJa pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a digunakan untuk

malrkiana[an program dan kegiatan Pemerintahan Daerah'

l
t,
E'

ltt

4A
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud^pada,ayat.(1) 
mencakup pengeruaranl3fff,['#i3!iLili,ld1"'n" oJil'tTanja beasiswa,.r.'ri.r., peratihan, sosiarisasi

pasat 39
(1) Beranja barang dan.iasa sebagaimana dimaksud daram pasal 57 huruf b digunakan;r,,"i;u;:r"'.i'ffi [f :4ffi rT:fffi r#xlffi#l*ilnm#;** 

rfl
(2) Betanja barang.dqn jasa sebagaimeoarans pir,"i'_r'ruid, n"rran6li.,ijf i:Tj-;:X,ffiri,.ffit 

(1) mencakup beranja

r*l:l:#ln*#4,,',+i,;ruffifr,{{$rr,'flFiir,ffi
iil!:.?r,'51fi1f t{irrilHfl 1"g1#,llil:i:t"1ffi i,i:nuf ::lbarans/jasa oan 6eranla ffiffi ff; sejenis. an tairi-tain n"rinll;"n

pasal 60

tt) Beranja md?:iltifl:,lm g[ff]1 daram pasar 57 h:y,r : disunakan unruk

ffifi?#ti;l;lm:r;iilil1ff li1,'?j,1,,"J,9:ifi mfl ,,*1i,,:,,y_:lti#

(2) Nilai aset tetao I'e:tll;;;"';T;:Hru:"""J"?Tfr?1"{,?ii,j,!%x11?,e1JgnTs,#,tr%%1,,i:

Iilt fi[:'t densan p"ng;G;ntE]urnsr;.";';;1#;"r 
aset tersebur siap

(3) Bupati menetaokan batas minimar kapasitas (capabitization threRh^t,{\ ar.^^_-.dasar pembebanan ueranJa;;;i.'' nap?sltos (capabitization threshotd) sebagar

pasal 61

1',{i?_i F33:i'fril?n_.terdiri 
dari beranja-pesawai, beranja barans dan jasa, sertaoiang'sar[a;i.0"'i,H"fr:'3[tffffi?.il'"nF";lr" r,"!'lltlX 

uFemerintahan 

Daerah

Bagian Kelima
Surplus/ (Defisit) APBD

Pasal 62

!:llftn antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah

F:ngahlbatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 53

Itl Eurplus APBD terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan leblh' blar dari anggaran belanja daerah.

(31 Drtam halAPBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok ulElg'
'-' lnvartasi Pemerintah Daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerlntah

puraUpemerintah Daerah lain danlatau mendanai belanja peningkatan Jamlnan

rorlal.

lB) Prndanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayrt
'-' (21 dlwujudkan Oitam nerituk program dan kegiatan pelayanan dasar maeyarakat

ying Oiinggarkan pada SKPD ybng secara fungsional terkait dengan tugaonya

inalikeanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 64

(t) De1gt anggaran terjadi apabila anggjaran pendapatan daerah diperkirakan leblh

kecll dari anggaran belanja daerah'

(2) Delam halApBD diperkirakari defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup dcflrlt

tcreabut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaren

tahun anggaian sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayarn

deerah yiig dipisahkan, peneiimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberlan

plnJaman atau penerimaan piutang'

Bagian Keenam
PembiaYaan Daerah

Pasal 65

pemblayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdirl darl

pencrimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 66

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 mencakup:
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sisa rebih perhitungan anggaran tahun anggaran seberumnya (siLpA);
Pencairan dana cadangan;

Hasil penjuaian kekayaan ciaerah yang clipisahkan;
Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
Penerimaan piutang daerah.

(2) Pengeruaran pembiayaan sebagaimana dimaksud daram pasar 6s mencakup:a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah;c. pembayaran pokok utang; dan
d, pemberian pinjaman daerah.

pasal 67

(1) Pembiayaan neto. merupakan selisih antara penerimaanpengeluai'an pembiayaan: --'-"' s"rqra Perrerlmaan pembiayaan dengan

(2) Jumlafr.pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Dana Gadangan

Pasal 69

lfl F:mrilntrh Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan

"' iriug-p.nycdlaan-J"n"hV" tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam

5lu lrhun anggaran.

El F:mUrntukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
' 

ehngln Peraturan Daerah.

lll Prrrturrn Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan

lulurn, besaran oan-sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang

dftiayal darl dana cadangan tersebut'

lll Rfncrngan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana c-adangan sebagalmana

'=-' bimiX.r? pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan

Farlturan Daerah tentang APBD'

{El Frnetapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

'=' ;dg;'lrana oimalsuo piJ" ayirt (4) ditetapkan-oleh Bupati bersamaan dengan

prnelapan rancangan Peiaturan Daerah tentang APBD'

(6)Dtnacadanganyangdibentuksebagaimana.dimaksudpadaayat(1)9?p1
bsraumber Oari pLnyisihan atas peneii*a"n daerah, kecuali dari dana alokael

khuaue, pin;amariJalt"n Otn penerimaan lain yang penggunaannya dibatasl untuk

pongliuara;, tertentu berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(7) pancairan dana cadangan sebagaimana dimiksud pada ayat (1) digunakan untult

mBnganggarkanpencairandanacadangandarirekeningdanacadangankc
roreiin{[as umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(t)Jumlahyangdianggarkan'sebagaimanadimaksudpadaayat(7)yaituecourl'-' Orng"n 
'luritan- y"a'ng iefan Jitetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

pembentukan dana cadangan berkenaan'

(9) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening daF cadangan ke

rekening ras umum daerah ieoagai;ana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan

datam Uitania langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan

Pasal 70

Ponggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (9) wajlb

min"O"apat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'

a.

b.

e.

d.

e.

f.

sisa Lebih perh*u nsan n, ggrr:l?3filntonnn.,'n seoll umnya (silpA)
pasal 6g

silpA sebagaimana dimaksud daram pasar-66 ayat.(1) huruf a mencakup pelampauanpenerimaan pAD' oe]lgau"an- ffi;ir?1^ can'a 
-perir-o"ng"n, 

perampauanpenerimaan rain-rain pendapatan "ir.*r' y?ng 
=rr,,' feiJmpauan penerimaan

ff 
"TlEffi 

1"ilil?::sfl'gr-*trj;:ir:T""[l#s,,;;g'?'*rn;;;";;ruil;
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Hasi I penj uatan Kekl!ffifl 3ll."n yans dipisah kan
pasal 71

Hasil penjualan kekayaa.n daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal66 ayat (1) huruf -c digunakan'antlra'rain.uni*-m"ei'gaigg"rr,"n hasir penjuaranPerusahaan Mirik Daerah{ByyD. oan penjuatan aset ,iiit p""r"rintah Daerah yang

$|:l"T.r"kan 
densan pihak kerisa atau riasir Ji";;i;.i ;;;i"i""n modar pemerintan

paragraf 4
Penerimaan pinjaman Daerah

pasal 72

(1) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf d bertujuanmemperoreh sumber pembiayaan daram rangka p*v"rriggaraan pemerintahan
Daerah.

(2) Pinjaman daerah bersumber dari :

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Lembaga Keuangan Bank;

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank;

e. Masyarakat.. 
n

(3) Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a berasal dari Menteri Xeuantan.
(4) Pinjaman daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e berupa obrigasi Daerah yang diterbitk;;ili;i p;sar modar.

pasal 73

(1) Jenis Pinjaman Daerah terdiriatas:
a. Pinjaman Jangka pendek;

b. Pinjaman Jangka Menengah;

c. Pinjaman Jangka panjang.

(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpinjaman daerah daram jangkJwaktu satu tahun anggaran dan kewajiban

46

*retnl,dVErrtrrr kembali pinjaman YlnS mglinuti pokok piillT1l: bunga dan biaya lain

=Elr 
ir t tlttty a n"rus oiiu[aJi-carani tahun anggaran yang berkenaan'

t=t Fiirlatttarr langka menengah .sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b

'ie,'r'dkarr 
pinjaman-Oaei"n O"t"*l"nqka wa*tu lebih dari satu tahun anggaran

rlctt hc'witlibun p"ti"iJ'""n l"ttutri riitli*"t yang meliputipokok pinjaman' bunga

tta' trraya rain naius litunasi dalam rurun waitu-yang tidak melebihi sisa iabatan

Httpell

|!|F|lualll[1tr;angkapanjangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcmerupakan
t,trtarnHR daerah !:ffi'ffii;";;k[ i;bin o","i t"iu tahun anssaran dan kewajiban

;iatrrucyaran x"tu"iifi'ii"ri"n v"1s lJnnuti 
po5"1 olliii3i' bunsa dan biava lain

tiarrrs rltlunasi p"oi tlnun+anun 
"ngg"ian 

berikutnya sesuai dengan persyaratan

ii=ii"i'r,un pinjaman yang bersangkutan'

Pasal 74

| | l trrrrlarnan jangka pendek. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

tlipergunakan nanja 
'untrx 

t11"n-utup-[.r.**g"n arus kas selama satu tahun

tril0Hnran. t ,^ ^..-L t.

tjIl'tll|Emanjangkamenengah.sebagaimanadimaksuddalamPasalT3ayat(3)
{ttl,ergunakan rnir["-rtroiry.i-p"nv"aiu"n layanan umum yang tidak

rrrenghasilkan penerimaan' 
n pasal 73 ayat (4)

(1) lllrt1aman jangka panjang. sebag^aimana dimaksud dalan

rlipergunakan uniufr6rdiayai proyek-investasiyang menghasilkan penerimaan'

(4) l)lhjaman jangt<a menengah dan jangka panjang-sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) Gil;""tdafatrin fiersetujuan DPRD'

Pasal 75

l)dlam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan :

e.lutnlahsisapinjamandaerahditambahjumlahpinjamanyangakanditariktidak
rrretebihi 75% (tujuh puluh lima p"t J"itt,lti'Oiri'lurirun penerimaan umum APBD

tnhun sebelumnya;

|lMemenuhiRasiokemampuankeuangandaerahuntukmengembalikanpinjaman' 
V".g dit"tapkan oleh Pemerintah pusat;

r.Tidakmempunyaitunggakanataspengembalianpinjamanyangberasaldari
Pemerintah Pusat'
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pemberian pinjaman Daerah o:""iXnfrl.lraan Kembari pinjaman Daerah
pasal 76

(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud datam pasar 66 ayat (2) huruf ddigunakan untuk-menganggarkan pinjaman l*g iiuliiln repaoa pemerintah
Pusat dan/atau pemeriitafbaeran flinnva.

(2) Penerimaan pinjaman,daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 66 ayat (1)huruf d digunakan-untyl me1q?nffir"n p"n"rir.rn pinj.rrn daerah termasukpenerimaan atas_penerbitan ofiig;j oaerair yrng ik"n-;iiIaisasikan pada tahunanggaran berkenaan.

(3) Penerimaan kembali.pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 66ayat (1) huruf e.. digunakan untu[ menganggarkan posisi penerimaan kembaripinjaman yang diberi[an kepada iemerinian'Fr."i oJnl"i.u pemerintah Daerahlainnya.

,'' 
|""[ffi'#.|[hflt. sebasaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat

paragraf 6
Penerimaan piutang Daerah

pasal 7Z

P,,:lt:111aan piutang-daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 66 ayat (1) huruf fdigunakan untuk menganggarkan i"nerirnaan yang bersumoeioarr perunasan piutangpihak ketiga, seperti. 9"tp" p.nbiiri"n piuiang- oJ"t"n G6 pendapatan Daerah,pemerintah, pemerintah oaerbh tain, temoag, [.r-ng"n tJnr, t"muaga keuanganbukan bank dan penerimaan piutanj t;in;ta.

paragraf 7
lnvestasi pemerintah Daerah

pasal 7g

rnvestasi Pemerintah Daerah.se.bagaimana dimaksud daram pasar 66 ayat (2) huruf bdigunakan untuk mengelola kekayian Pemerintan oaeiirr vJng diinvestasikan baikdalam jangka pendek maupun jangi<a panlang.

, Pasal 79

(ll lnveatasi jangka pendek . .merupakan 
investasi yang dapat segera

tJtparlualbelikan/dicairf.n,-Jituiufan ciafam rangka manajemen kas dan beresiko

il'r,OAn-r"rt" Oimififi seiama kurang dari 12 (dua belas) bulan'

(fll lnvaetasi jangka pendek sebaSaimal3-fimaksud pada ayat (1) mencakup deposito

bcrlangka waktu g (tiga) bula-n samp"i J"ngtn iZ 1O'i belas) bulan yang dapat

dlporpanjang .".Irl''lt6*"tir, p"t'O"fi"n Sriat Utang Negaia (SUN)' Sertifikat

Brnk tndonesia tdbr) i.n Su*i Perbendaharaan Negara (SPN)'

pr rnvrstasi j?ns\3,l.ll?I',? jlfliillT3in'[]f l]'iriltJ,3.i"rl,13lt'ffiJ,t1;'5X11
Y;ng dimaksudke
invaltasi permanen dan non permanen'

{l)lnvaatasijangka.panjangsebagl'?l"dimaksudpadaayat(3)antaralainsurat
bcrharga yung o,i"liFerierintail Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan

uuha, misarnya"ie;il;; ;;JGrn"G-untut 
-m"n"mbah kepemilikan modal

nham pada suatl badan usaha, rur"f don"tgi y"ng dibeli Pemerintah Daerah

untuk tujuan r;ilni;ilung.n baik dalam Oan tuar negeri' surat berharga yang

ldrk dimaksuOXai'u"niu[ii."irf,r. O"f"il tu*enuni X"Ouiun"n kas jangka pendek'

(F}lnvcatasipermanensebagaimanadimaksudpadaayat'(3),.bertuiuanuntukdimlllkl
rroera berkeranjutan tanpa aoa niai''iiiu[-oip"rir"tbdtiran 

"atau tidak drtarlk

kambali, seperti kerjasama daeran 
-J"ngr;' pind, ketiga dalam bentuk

penggunausanaanlpe-nilnf"rt"n aset.'daerail, penyertaan modal daerah pada

BUMD Oanlatau baian usana lainnya dan investisi permanen lainnya yang dlmlllkl

psmerlntah or"ii-,lntr[,n.ngn"tifk* pendapatan atau meningkatkan pelayanan

kaPada masYarakat'

(€)lnvactasinonpermanensebagaimanadimaksudpada..ayat(3)bertujuanuntuk
dtm'tki secara tidak berketanjutan "trJ "0" 

niiiuniuk dip6rjuaibelikan lli d!9lk

kcmball, seperti";;';"ii"n' oorig"ti atau surat utang jangka pani,lng- y.llg

dlmakeudkan untuk dimiliki sampai dengan langgal, jatun tempo, dana yang

dlrlclhkan pemeiinian-Oaeran Oatam rJn!lia-pefa'ananlfiemberdayaan masyarakat

$p€r1 Uantuan'moo"r r"rl", p"rnnuniJiiin oln"'r"""ra bergulir kepada kelompok

mllyarakat, p"rilii"n t#ititjs penoanaan kepada usaha mikro dan menengah'

(7}lnvactasijangkapanjang.PemerintahDaerahdapatdianggarkanapabilaJumlah
yang akan oisertJrai oitam tahun anggaran beikenaan telah ditetapkan dalem

peraturan Daerah tentang penyertaai'ri|Ja dengan berpedoman pada ketentuan

Pcraturan Perundang-undangan'
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pasal g0

(1) lnvestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7g dianggarkan
dalam pengeluaran pembiayaan.

(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan daram penerimaan pembiayaan padajenis hasit penjuatan kekayaan Oaeri[ yang dipisahkan.
(3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembalidianggarkan daram 

, 
pengeruaran pembiayaan paa" jenis penvertaan ,noour(investasi) Pemerintah Daerah.

(4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompokpendapatan asri daerah pada jenis hasir pengetotian "[eray""r, o."r"n- y*g
dipisahkan.

paragraf g
Pembayaran pokok Utang

Pasal 81

P.embayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf cdigunakan untuk menganggarkin pembayaran kewajiban atas pot<ok ui"ng 
-y;nj

dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman ja'ngka penoet,lang[rh"n"ngarr o-n";ail[ipanjang.

Bagian Ketujuh
Anggaran Multi Tahunan

Pasal 82 '

(1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyetenggarakan kegiatan
anggaran multi tahunan (multi years).

(2) Alokasi anggaran yly! k"g.,."lan.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanprioritas yang harus ditetapkan pada setiap dfun anggaran seramapelaksanaannya.

(3) Mekanisme alokasi ang.garan dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bagian KedelaPan
Keriasama

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah dapat mencari .sumber-sumber 
pembiayaan lain melalul

' ' kerjasama dengan pihak iain dengan prinsip saling menguntungkan'

(2)Anggaranyangtimbulakibatdarikerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dlcantumkan dalam APBD.

Bagian Kesembilan
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 84

(t) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan orgalisasi yang dicantumkan dalam

ApBD r"nggun"kan kode urusan Pemerintahai Daerah dan kode organlsasl'

(E)xooePendapatan,KodeBelanja.danKodePembiayaanyangdigunakandalam
panganggar"n ,"nggu*r* roo" Akun Pendapatin, Kode Akun BelanJa den

Kode Akun PembiaYaan.

(t) Betlap program, kegiatan dan kelompok, jeniq objek serta rincian obJek yang

dlcantumkan Oafam [piiO menggunatln f6Oe Program,. Kode Kegiatan dan Kodr

r-irompor, Kode Jenis, xooe onj* serta Kode Rincian objek.

(ll untuk tertib penganggaran kode.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ayat (2)dan

ryat (3) dinimpun'rienjaAi satu .t<eiiiuan Kode Anggaran yang dlsebut Kodc

Rakening.

Pasal 85

{ll uruten susunan Kode Rekening APBD dimulai dari Kode urusan Pemerlntahan

Dltrah, Xooe Organittti,-koi" Program' 5"0: fglatan' Kode Akun' Kode

Krlompok, Kode Jenis, Kode Objek dan Kode Rincian UDJeK'

(El Bugunan Kode Rekening APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan

dllatapkan dengan Peraturan Bupati'
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BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 86

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai daridan atas beban APBD.
pasal g7

(1) seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuky3ng' barang dan/atau jasa pada tahun 
"ngg.irn 

-y"ng 
berkenaan harusdianggarkan dalam ApBD"

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukumpenganggaran.

pasal gg

Anggaran.belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan
Daerah sebagaimana ditetapkan daram peraturan peiunoang-rnirng"n.

pasal g9

APBD merupakan rencana. keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujuioleh DP$D dan ditetapkan dengan F"r"turan Daerah. 
-""--':-"

Bagian Kedua
Rencana Kerja pemerintahan Daerah

pasal g0

(1) Dalam rangka mewujudkan_ tercapaianya tujuan pembangunan nasional,Pemerintah Daerah menyusun RKpD yang merupakan dasar penyusunan ApBD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RpJMDdengan menggunakan bahan daii Rencana'rl4a tniiniaj skpD untuk jangka waktuI (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana ke4a eimerintan.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomidaerah, prioritas pembangunan oan rlwaj*;r;;;;h, ;;il." kerja yang terukurdan pendanaannya, baik yang dilaksanakin i"ng*ng ;re-n'Flmerintah, pemerintah

P rovi nsi dan Kabupaten d-engln m endorong pari'isi paii misyarakat.

(4) Kcwajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) mempertlmbangkan

orestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesual dengan
'Paraturan 

Perundang-undangan'

Pasal 91

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencenesn'

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan'

(?) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum trhun

enggaran berkenaan'

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Buprtl'

g) Tata cara penyusunan RKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomrn

pada Peraturan Perundang-undangan'

Bagian Ketiga

Kebilakan umum APBD serta Piioritas din Plafon Anggaran sementrrl

Pasal 92

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan qP3P berdasarkan RKPD dan

pedoman p"nyrrrnrn-npb-O yang ditetapkan Minteri Dalaq Negerisetlap tahun'

(2)PedomanpenyusunanAPBDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuatantrrr
laln :

e. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan PEmerlntrh

dengan Pemerintah Daerah;

b,PrinsipdankebijakanpenyusunanAPBDtahunanggaranberkenaan;

c. Teknis Penyusunan APBD; dan

d, Hal-halkhususlainnYa'
Pasal 93

(1)DalammenyusunrancanganKUA'danrancangan_PPAssebagaimanadlmakeud
datam Pasat 92 aytt fii btp"ti dibantu oten T-Rpo yang dipimpin oleh Sekretarlr

Daerah.

(2)RancanganKUAdanrancangan.P|ASyangtelahdisusun,sebagaimanadlmakrud
pada ayat (1), il;;;iLrn"oi"n Se[r6Gtis Daerah. selaku keiua TAPD kcpade

brp"ti'p"ritgiambat pada minggu pertama bulan Juni'
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(3) Tata cara penyusunan KUA dan ppAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

pasal 94

(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunanAPBD, kebijakan. pendapatan Jr"r"tt,.- r..u1"k". ;;;j" daerah, kebijakanpembiayaan daerah dan stiategi pen.ap","nnya.
(2) strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rangkah_tangkah kongrit datam menjapai iaigJ.

pasal g5

ffi:;:?.'tgr5ffffiisaimana dimaksud dalam pasal g2 ayat (1) disusun densan

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
c. Menyusun Biafon anggaran semeniara uniuk masing-masing program/kegiatan.

pasa! 96

(1) Rancangan KUA..dan jang?ng.an ppAS sjrbagaimana dimaksud daram pasar g3ayat (1) disampaikan.Bupafi k-epaoa DPRD;;in; il#';"rtengahan butan Junitahun anggaran berjalan untuk'oio"n". oJ"h- p""[;;'Jrlail pendahuluan RApBDtahun anggaran berikulnya. vvrrrwrvqracrl

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oteh rApD bersamaBadan Anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUAdan rancangan ppAs yang terah dibahas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) seranjutnya diiepakati ;;)njali rcun oan ppis paring rambat akhirbulan Juli tahun anggaran berlaian.

pasal g7

(1) KUA dan ppAS yang terah disepakati dituangkan ke daram nota kesepakatan yangditandatangani bersama antara bupati Oengai p,rpr* tiirno
(2) D3la1 hat Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat mdiberi*"*"n.il'rntur meriani.i"ns""ni nota kesepa*.t"n xu"I'Xll!B?S:* *rn
(3) Daram har Bupati berharangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA danPPAs dirakukan oreh penja-bat vand-'oituniuk oreh pejabat yang berwenang^

Bagian KeemPat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 98

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1)'' ' 
TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyu8untn

RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD'

(2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA'SKPD

aobagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup:

c. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b, Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

c, Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d, Dokumen sebagai lampiran sural edaran meliputi KUA, PPAS, Kode Rckanlng

ApBD, Format nXn-SfpO analisa standar belanja dan standar satuan harge,

(3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan p114-SKPD sebagalmana

dlmaksud pada ayat 0) ditetapkan paling lambat awal bulan Aguetua tahun

anggaran berjalan.

(4) Bordasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ryrt
(1) kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(A) RM-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
' ' 

Jangka. menengah daeiah, prakilaan maju, penganggaran .terpadu drn
penganggaran berdasarkan prestasi kerja'

(6) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah 
. 
daerah sebagalmana

dimaksud pada ayaf (S) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maJu,

(7) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi perkiraan kebutuhrn

anggaran untuk progiam dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran

beii[utnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(6) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

dengan memaOut<an ieluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan,

balanja dan pembiayaan dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencena

kerja dan anggaran.

(g) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaiman dimaksud pada

ayat (5) dilakukin dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengrn

X6tuaialr yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
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Pasal 99

(l) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pas.al 98 ayat {5) berCasarkan pada indikator kin'erja, ca-paian atau target kiner.ja,
lnalisis standar belanja, standar satuan harga dan sianAai pelayanan miiimal.

(2) lndikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasitan
yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

(3) lndikator sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi masukan, keluaran dan
hasil.

i4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi
kerja yang akan dicapai yang berwujud (ualitas, kuintitas, dfisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap programdan kegiatan.

5) T.arget kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil yang
diharapkan dari suatu program atau keluaran yang oihaiafkan dari suatu kegiaian-"

6) Analisa standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian
kewejaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan"untlr metaksanakan suatu
kegiatan.

7) standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga
latuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuaiu daerah yan! oitetailt<an oengln
Peraturan Bupati.

8) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolak
ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan' mutu 

"periyanan 
iiasai v"ngmerupakan urusan wajib daerah

9) Tolak ukur. kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (g) merupakan ukuran
prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengjair mempertimbangkan
faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanian dari ietiap projr"t
dan kegiatan.

Pasal 100

l) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasat gg ayat (1) memuat rencana
pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program'dan kegiatan, ,"rtJ
rgl$na pembiayaan untuk tahun yang direncanakan'Olrinci sampai de-ngan iincian
objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan ma;u uitut< tanun
berikutnya.

l) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok,
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yanb Oiiu'nguyOiketola/diteiim;

oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkgn
Peraturan Peru ndang-undangan.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok belanJe
tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut Jcnlq
obyek dan rincian obyek belanja.

(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok
penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pasal 101

(1) RM-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) juga memuat informarl
tentang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar biaya, prestasl kerJa
yang akan dicapaidari program dan kegiatan.

(2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuet
bldang urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan
fungsiorganisasi. .

(5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama organlsasl ateu
nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

{1} Prcetasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdlrl darl
lndlkator, tolak ukur kinerja dan target kinerja.

(F) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama program yang akant dllaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. '
(€l Kaglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama kegiatan yang akan

dllaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan,

Pasal 102

Erlrnla langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
EelfnJa modaldianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

Pasal {03

(ll Fede SKPKD disusun RM-SKPD dan RKA-PPKD.

{E} FKA"SKPD memuat program /kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selakul
EKPD.

{3) RKA PPKD digunakan untuk menampung :
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c. Kelengkapan i

nt:H"'[f ,"i$JAX,,?:"f ll'J:-l1lg-merip-uticapaiankinerja,dJ,"J::::::i:,"$;ft:;'r;#i"J:tlffi .tx?S''ff 
,f",i:,ffff 

f,?,,HiiProyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran nerikutnya;e. Sinkronisasiprogram dan kegiatan antar RKA-SKpD.

?*f hat hasil pembahasan RKA_SKPD r(Jimaksud p.J" 
"iJir!) kepata sKpD maror,,=,J*11_l?tidaksesuaian sebagaimanad i m a ks u d p ada aya t re ir"p, i" b' kFb,"i !,? *i",ill ??nl:lll;1,^,ffJ,i

(1) I1<n-sr(ro o,nnn:*j*j::f*:rii fi lu_q?r" sKpD disampaikan kepadaPpKD sebagii nlnanpenyurrn.n ,.rn#grn peraturan oarrah tentang npgo oanrancangan peraturan Aupiti tentang peftabaran ApBD.
(2) Rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang telah diPengelola Keuangan Dr;ilh;;ffi,t* kepada Bupati. susun oleh pejabat

(3) Rancangan peraturan 
.Daerah tentang ApgD- sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebelum disampaikan kepada DpRD lisosiarisasir,i, r,"p"o" masyarakat.

(4) sosialisasi rancangan Peraturan Daerah-tentang ApBD sebagaimana dimakeudpada ayat (3) bersifat memberikan informasi"r;.g;.;; hak dan kewalbanPemerintah Daerah serta masyarakat daram perar<sanian;p;li ,ffi, ffi;ffil'yang direncanakan,

(6) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan olchSekretaris Daerah.

Pasal 106

(1) Rancangan peraturan 
. 
Daera.h tentang APBD seranjutnya disampaikan kapadaDPRD untuk dibahas tebih lanjut.

(2) Rancangan peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pade eyat (1)dilengkapi dengan lampiran terdiri daii:
a, Ringkasan ApBD;

b. Ringkasan ApBD menurut urusan pemeriniahan oaelir dan organisasr;
c, Rincian ApBD rnenurut urusan pemerintahan. Daerah, organisasi, pendapaten,

belanja dan pembiayaan;

program dan kegiatan;

6. Rekapitulasi belanja
Pemerintahan Daerah
negara;

l. Daftar jumlah pegawai pdrgolongan dan perjabatan;

daerah untuk. keselarasan dan keterpaduan urumndan fungsi datam kerangka pengetcjiajn f<euingin

a. penerimaan pajak daerah danperimoinln serL rain;i; p"."ir"i.t;ffi*,i, )lans berasal dan dana

b' Beranja bunga,.beranja subsidi, beranja hibah, beranja bantuan sosia!, beraniabagi hasir' beranja oaniu"n lreranirn o"n beranja tioaiiterouga;c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
(t ) 

Y:[?i:'"1,irq l,'ilX*ffi B:;[H Tl, 
R ,* -s Kp D/R KA - p p KD d a n kod e reke n i n s

'""r,fJ"n,i'il"filjil'o*opasal 104

t" 
f;m:f,!3,ffi1i,,t:l:lri'JF:' oreh sKpD disampaikan kepada ppKD untuk

o 
fiilj::asan 

oreh inpo sebagairnana dirnaksuc pade eyat il) diraklkan untuk

a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, ppAS nerkirqo^ *^r..,,t"nrn o"ri"i";';;" disetrirrirrhrrn r-r,,,PAS' Perkiraan maju pada RI(A-SKpD

bH,::,:li:::: j1:rdil;il;iiti;,i,i,i:lili;:,.T,fl :f*f , 

jffi,;
satuan harga;
Kesesuaian rgncana andoarrn 

^onnax ^r- 
I rqrrrrlya;

satuan harga: anggaran dengan standar anili*" belanja dan standar
d, Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organlaaal,

(3) Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

lafta.lkegiatan-kegiatan.tahun anggaran seberumnya yang berum diseresaikandan dianggarkan kembalidalam ta-nln anggaran ini;

g,

h,

I

J

k.

L Daftar dana cadangan daerah; dan

m, Daftar pinjaman daerah.
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pENEffAXTA'BD

penvampaian dan pemb,n 
""r,:f;*r*ffiiT.rrr"ran Daerah rentang ApBD

Pasal 107

(1) Bupati menyampaikan_ rancangan peraturan Daerah tentang APBD besertalampirannya kepada D'RD pati'ng tamnat pada-mingg,'p;irra buran oktobertahun anggaran sebelumnya" daritahun yang direnciiakan untuk mendapalkanpersetujuan bersama.

(2) Penyampaian rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai dengan nota lieuangan.

pasal iOg

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang ApBD untukmendapatkan persetujuan'bersama sebigaimana aimariuo oatam Flrrr i oi.vli(1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daeiah diiekankan pada kesesuaian rancanganAPBD dengan KUA d-an ppAS.

(3) Dalam Fembahasan.rancangan peraturan Daerah tentang APBD, DpRD dapatm em i nta RKA-SK'D berkenaln dengan program/kegiatan teientu.
(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksyd. pala ayat (3) dituangkan daramdokumen persetujuan berslma antara Bupati Oah npnO. '-,
(5) Persetujuan bersama a.ntara Bupati dan 

-DpRD 
terhadap rancangan peraturan

Daerah tentang AP,BD ditandatanganioreh ?yr* orn pr-rin"n DPRD paring rama1 (satu) bulan sebelum tahun angiaran berakhir.

pasat 109

(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan
Daerah tentang ApBq dirakukan paring rama i Grt,l-luran seberum tahunanggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2) Dalam har Bupati dan/atau pimpinan DPRD,berharangan tetap, maka pejabat yangditunjuk dan ditetapkan oreh plauat yang berwen"nl u"i"r[ penjabat/peraksanatugas Bupati dan/atau seraku pimpinin slmentara dpno ying ,*n"ndatanganipersetujuan bersama.

(3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupaflmenyiapkan rancangan peraturan Bupaiitentang p;n.irbri"n ApBD.

Pasal,!{0

(1) Dalam. hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakrnpengetuaran setlaR buran setinggi-tiigginya r"d;;Gercuaberas ApBD tahunanggaran sebelumnya

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperruan seiiap buran sebagarmenrdimaksud pada ayat (1) dibaiasi hanya untuk betani.-11"lg bersifat tetap acperlbelanja pegawai, beranja rayanan jasa dan keperruan [anlor lenari-hari.

pasal i11

(1) Apabila DpRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10g avrt(1) tidak menetapkan persetujuan bersJma dengan B;aii;;;;6ruffit;
Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melarsa"naran ie'ngeluaran selap bulaneetinggi{inggnyl sebesar . angka APBD t.n,r. 

-*gg;n 
seberumnfa unturtmembiayai keperluan setiap bulai.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperruan. setiap bulan ,sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dipribritaskan untui< bedja-t;d bersifat mengikat danbolanja yang bersifat wajib. 

' . ,

(t) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanbelanja yang dibutuhkgn -secara 
teius menerus dan harus dialokaslkan oleh .Pemerintah Daerah-dengan jumlah yang cukup untur fepeiruan setiap bulan dalam

ffignnt"" vans bersinskutin ;d,tib.t;;jli p"!"*ii ar. olrirjl b;il;
({) Balanja yang bersifat wajib adarah beranja untuk terjaminnya kerangsunganpemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antrr" rain pendidikan dankcsehatan dan/atau merai<sanakan kewaiioan kepada pihak ketiga

pasal 112

Eupetl dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat(1) aetelah peraturan Bupatiien6ng npno Lnin nerr<enaan aitJaptan.
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1)

Pasal 113

)elampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam pasal
111 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gajidan
unjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
iitetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga
rinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali
)emerintah Daerah.

Pasal 114

Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) disusun
dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan.Gubernur.

Rancangan Peraturan Bupati tenlang APBD sebagaimana dimaksud pada ayai (B)
dilengkapidengan lampiran yang terdiri dari :

a, Ringkasan APBD;

b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. faftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembaiidalam tahun anggaran ini;

l. Daftar dana cadangan daerah; dan

m. Daftar pinjaman daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD

pasal 1i5

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DpRD
dan rancangan peraturan Bupati tentang peilaoiran ArBD deoerum-aifttdi;;
oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja diiampaikan kepada CuUernur rintuk
dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertaidengan:

a, Persetujuan bersama bntara pemerintah Daerah dan DPRD terhadap-
rancangan Peraturan Daerah tentang ApBD;

b. KUA dan PPA$ yang disepakatiantara Bupati dan pimpinan DpRD;

c' Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah
tentang APBD;

d, Nota keuangan dan pidgto Bupati perihal penyampaian pengantar nota
keuAngan pada sidang DPRD. .

{5) Evaluasi sebagaimana.. dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan
keserasian antara kebijakan daerah oan i<ebijilian nasional, keserasian 'antara

kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
APBD tidak bertentangan.d.engan kepentingan umum, peraturan yang iebih tinggl
dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

(4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintih Daerah kabupaten yang tdrkaii. 

'

(6) l-lasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan
Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paiing lama tsltima betas) njri f,.ri.
lerhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(6) Apabila Gubernur meretapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan
DEerah tenlang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penylbaran ApBD
rudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundlng-jndangan

f.

g.

h.

i.

j
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yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati.

(7) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran ApBD tidak
sesuai dengan kepantingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paiing 6mZz ituluir; nari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DpRD, dan tsupati tetap
menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabaran IPBD menjadi Peratuian Daerah dan perituran Bupati,
Gubernur membalalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Oima[suci
sekaligus menyatakan berlakunya pagu ApBD tahun sebelumnya.

(9) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan pernyataan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (g) ditetapkan

. dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 1{6 '

(1) Paling laTa 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan.sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (8) Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah
dan selanjutnya DPRD bersama Bupatimencabut Peraturan Daerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayit (1) dilakukan
dengan Peraturan Daerah lentang pencabutan Peraturan Daerah ientan! ApBD.
Pelaksanaan. pengeluaran atas pagu ApBD tahun seb'elumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11s ayat (B) ditetapkan dengan peraturan tiupati.

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
Bupati.tentang penjabaran ApBD sebagaimana dimaksud dalam pasit t 15 ayat (3)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupatitentang

Penjabaran APBD

Pasal 1{7

Rancangan Peraturan-Daerah tentang ApBD dan rancangan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi
Peraturan Daerah tentang ApBD dan peraturan Bupatitentang penjabaran ApBD.

(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah" tentang APBD dan peraturan Bupailtentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksuJ padJ ayat trl oi6r<ufa, piiirg
lambat tanggal B1 Desember tahun anggaran sebeiumnya. '

(3) D.alam h.at Bupati berharangan tetap,,maka qejabgt yang ditunjuk dan drtetapkanoleh pejabat yang berwenang seraku p.gg'o"vp"i"tr"rnu tugas Bupatr-ilngmenetapkan Peraturan Daerah tentang nfeo oan peraturai eupaii-i.ritingpenjabaran ApBD.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan BupEiltentang penjabaran APBD kepada Gubernur p"ilng ramuat z ltulurrj narf-i|rflsetelah ditetapkan.

(6) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan subrtantlPeraturan Daerah tentang ApBD kepada r"ry"ru[Jt "yang terah orqia.nil.i
dalam Lembaran Daerah.

KEDuDUKAN KEuANGf^i5#i' DAN wAKtL BUpA'
Pasal lig'

(1) Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara dlberlkan
!ak-ha.k keuangan daram 

.oentrlt< gaji dair tun;anjari sJs-riai oeng?; 
-p;;ir;;;

Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati diberikan biaya ,penunjang operasionat untuk menunjang keglatanoperasionar daram rangka koordinasi, penanggurangan kerawin"an ffii;i;perlindungan masyarakat dan kegiatan..lainnya 1larili nerrliian dengan p.rdrniaii
kesatuan dan persatuan bangsa yang disesuir"l o"njrn [onoi*r i.G.6* ;;;;;;
dengan tetap memperhatikan priisiplRsiensi, efektifitls, kehematan oa,i r<epaiuian
dan akuntabel.

(3) Hak-hak,keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan peraturan
Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Rerun'oang-Jnorng.nl'-'-"

BAB VIII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum pelaksanaan ApBD

Pasal 119

(1) Semua penerimaan daerah.dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam ApBD"

(3i

(4)

(1)
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(2) setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan
daerah wajib melaksanakan pemungutan danlaiau penerimaan deroasiir,an
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan $KpD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

(4) Jumtah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja.

(5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersediJ dalam ApBD.

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (F) dapat ditakukan jika dalam

I::lg f,11urat, ^ylng 
seranjutnya diusurkan iratam'ran""ng"n perubahan APBD

daniatau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.
(B) setiap.sKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah"untuk

tujuan lain dariyang telah ditetapkan dalam APBD.
(9) P-engelu.aran belanja daerah. menggunakan piinsip hemat, tidak mewah, efektif,

efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Do kumen r",?ls:*ff XXt n",* sKpD
Paragraf.l

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 120

(1) Pada sKpKD disusun DpA-sKpD]jn*l;:r-,
(2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh ppKD selaku SKPD,
(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

E' Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasar darr danrperimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah;
b, Belanja bunga, pelania subsidi, beranja hibah,.beranja bantuan sosrar, belanJrbagi hasir, beranja bantuan keuingan dan beranja tiori[t.rorg.;
c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

(l) Mekanisme dan tata cara
dengan Peraturan Bupati.

penyusunan DPA-SKPD dan DpA_ppKD dltetapkrn

pasal 122

(l) TIAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sbma dengan kepalaSKPD paling lama 1,5-CI1" belas) fiiri r<erla seiafoitetaiirnny. peraturan Bupaltontang penjabaran ApBD.

(E) Bardasarkan hasir_ verifikTj $!$aimana dimaksud pada ayat (1), ppKD
mcngesahkan rancangan DpA-sKpD dengan persetujuan sekretaris Daerah.

(gl DPA'sKfn vano.l9ifl disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disamparkan
lrgnaoa kepara sKpD,_satur 

.kerja l"ng"*rr"n daerah dan Badan pemerrkaa
Kcuangan paring rama z (rujuh) narilela ierarr hnggJ oirrnirn.

{a) DPA'SKPD sebagail"n?,dimaksud^ pa{a a.v?t (2) digunakan sebagar dararpolaksanaan anggaran oreh kepara sxpo ,.L[, ii6ngg"rn, anggaran/penggunr
barang.

paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 123

lt) 
f#flrPJPD 

berdasarkan rancangan DpA-sKpD menyusun rancangan anggaran

(1) PPro pating tama 3 (tiga)
ditetapkan, memberitahukan
rancangan DpA-SKpD.

hari kerja setelah peraturan Daerah tentang APBD
kepada semua Kepala SKPD agar menyusun

(2) Rancangan DpA-sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran
vang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untukIxencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana fap-tiap sKpD serta
Pendapatan yang diperkirakan.

[:qr'i :K?? menverahkan rancangan DpA-sKpD kepada ppKD paring rama 6
lenam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaiyat (1). (E) Rencangan anggaran kas

dlrampaikan kepada ppKD
BKPD

SS|D _seiagaimana dimaksud pada ayat (1)
selaku BUD bersamaan dengan rincangan DpA.

(3)
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(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan
pembahasan DPA-SKPD.

Fasal 124

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-peng-eluaran sJsuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DpA-sKpD yang telah
disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas
masuk. yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran pendapatan Daerah

Pasal 125

(1) Semua penerimaan da'eiah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 126

(1) setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Bendaharawan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening
Kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Pasal {27

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dan penjuaian,
tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa 

'termasuk

pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana
anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 128

tf ) flggmbalian atas,keiebihan.penciapatan ciiiakukan dengan membebanken ped!
pendapaian yang bersangkutan untuk pengembaiian {endapatan vang tirjsdl
delam tahun yang sama.

(E) untuk pengembarian kerebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

-

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (z) harus dldukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 129

*Trr pendapatan 
.dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang ffih

dlhkeanakan melalui rekening kas 
-umum 

daerah oan oicaiat sebagai p.nOaiEtin
tlmreh.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
' pasai iSO F

(ll Eetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktl yeng
hngkap dan sah.

(El 8u.kti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olch
peJabat yang berwenano 

.dan. bertangiung jawab atas kebenar'an hatertat }lilgtlmbul dari penggupaan buktidimaksuJ. 
,

{Bl Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebclum
rencangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dein ditempatf<an Oaiim
llmbaran daerah.

{lf Pe.ngeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 6ersiiai wajib yang aitetaplian
dalam Peraturan Bupati.

(61 B.clanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana
dlmaksud pada ayat (4) berraku ketenruan d;tam p?sd 1 11 ayai tgl oan ;tai iljPoraturan Daerah ini.

Pasal 13i

ll) Pemberian subsidi, hibah, bentuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 42 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g iitaksanakan atai
persetujuan Bupati dan atau pejabat yang di tunjuk.
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2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab
atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib
menyam paikan laporan pertangg unjawaban penggunaannya kepada Bupati.

3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

a) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

5) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 132

1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1)dilaksanakan
atas persetujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

2) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerimaan bantuan agar
menyarnpaikan lapcran pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada
Bupati.

Fasal 133

l) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam.APBD
untuk mendanai penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang
tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebel0mnya yang
telah ditutup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

!) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada
DPRD paling lambat I (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 134

endahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
rinnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
3 rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai
ank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan
erundang-undangan.

pasal 135

untuk keiancaran peiaksanaan tugas sKpD, kepada pengguna anggaran/kuarapcngguna anggaran dapat diberikan uang persediaan luFi yang oir,rrola oliirbendahara pengeluaran.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran pembiayaan Daerah

sisa Lebih perhnunsan 

^"ftHfll,rrot rahun seberunnnya
pasal 136

gILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

t, Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil darl pada
realisasi belanja;

b' pr.t9"l pembiayaan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tanjutan atas bebanbelanja langsung; .

B' Kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan,
' ' pasal i3Z

(l) P.elaksanaan kegiatanlanjutan sebagaimana dimaksud datam pasal. 136 huruf bdldasarkan pada DpA-sKl?y"lg tetih oisahkan kembati oren pirn m;ndi Db;Lanjutan SKpD (DPAL-SKpDj tanun anggaran berikutnya.
a

{E) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan seblgaimana dlmakeudpada ayat (1)didasarkan pada DPA-SKPD yang tetah disahkan lembali oleh ppkd
mcnJadi DpA Lanjutan sKpD (DpAl-sKpojtarrirn anggaran berikutnya,

{Bl u.ntuk m.engesahkan kembali DpA-sKpD menjadi DpAL-sKpD sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1), Kepara sKpD menyahpakrn 

'Lporrn 
akhir reallsasipalaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun k'euangan i<"proa-ppkD ;dln;lrmbat pertengahan buran Desember tahun anggaran be4iran,

{1) J.rrmlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setetah terlebih dahulu
dllakukan pengujian terhadap :

E Sisa DPA-SKPD ya,ng belum diterbitkan SPD dan/alau belum diterbitkan Sp2Datas kegiatan yang bersangkutan;

t, Sisa SPD yang belum diterbitkan Spp, SpM atau Sp2D;

ri, SP2D yang belum diuangkan.
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(5)

(6)

(1)

Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :

a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
berkenaan;

b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian
pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force
major.

Mekanisrne dan tata cara penyusunan DPAL-SKPD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 138

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan
Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.

(2) Dana catangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain
l:1,.^- .,^-- l^l^L l:r-l^-l-^- l^l^- Fl^-^l'.-^* n^^'^L la-$ana ^^hl^^ar..L^^ ,J^-^ullual ycillg Ltttclil ullcttcP^oil qardril TErorurqlr uasrqrl rsilrorrv PErrrvsrrru^qrr uqiiq
cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah

' mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum
daerah.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu
dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan,

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, maka dana cadangan yang
masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas
umum daerah.

Pasal 139

('l) Dalam hai dana cadangan yang diiempatkan pada rekening dana cadangan belum
digunakan sesuai dengan peruniukannya, dana iei'sebut dapat ditempatkan delam
portofolio yang memberikan hasiltetap dengan resiko rendah,

(2) Penerimaan hasil bunga deviden rekening dana cadangan dan penempaten dalam
portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jurnlah dana cadangan,

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Deposito;

b, Sertifikat bank indonesia (SBl);

c. Surat perbendaharaan negara (SPN);

d. Surat utang negara (SUN);dan

e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.

(4) Penatausahaan. pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayal darl drnr
cadangan eiiperiakukan sama ciengan penatausahaan pelaksanaan progrem/
kegiatan lainnya.

Paragraf 3
lnvestasi

Pasal 140

{l) lnvestasi awal dan penambahan investasi dlcatat pada rekening penyertaan modrl
(investasi) daerah dalam pengeluaran pembiayaan.

(2) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekcnlng
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dalam penerlmsan
pembiayaan.

Paragraf 4
Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal {41

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekenlng kar
umum daerah.

(l) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain,

(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh
dijadikan jaminan pinjaman daerah.
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(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang
melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 142

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 143

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban
pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir
semester tahun anggaran berjalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

Jumlah penerimaan pinjaman;

Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

Sisa pinj?man.

asal 144

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah yang telah jatuh tempo

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati .dapat melakukan pelampauan pembayaran
mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

(3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD atau dalam laporan realisasi
anggaran.

Pasal 145

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicaiai pada rekening
belanja bunga dalam belanja daerah.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening
belanja bunga dalam belanja daerah.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok' utang yang jaiuh tempo dalam pengeluaran [embiayaan"

Pasat i46

(1) Pengelolaan obligasidaerah ditetapkan dengan peraturan Bupati,
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

mengatur mengenai ;

a' Penetapan strategi.. dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termacuk
kebijakan pengendalian resiko;

b, Perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;

e, Penerbitan obligasi daerah;

d, Penjualan obligasi daerah melaluilelang dan/atau tanpa lelang;

6. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;

f, Peiunasan; cian '

g. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdar.rq ke pasar sEkundcr
obligasidaerah.

Paragraf 5
Piutang Daerah

. Pasal 142

(11 lietlap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan dan kekayaan
daerah wajib mengusahakan agar setiap piutaig oaeran ois'etesairan .el|iui.'nit
dongan tepat waktu.

(3) PPK-$KPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagrhan
daerah yang menjadi tanggung jawab SKpD.

(3) Plutang atau tagihan..daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat
Jctuh tempo, diselesaikan menurufperaturan perundang-unoangan.

Pasal 148

(1) Flutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1)

(2)
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(2) Jenis Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang
pajak daerah, piutang retribusi daerah dan piutang daerah lainnya yang diatur
tersendiri dalam Peraiuian Penindang-undangan.

Pasal {49

(1) Penyelesaian Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Penyelesaian Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cira penghapusan piutang daerah.

(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai
piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh ; .

a. Bupatiuntuk jumlah sampaidengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);

b. Bupati dengan persdtuluan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).

(5) Tata cara penghapusdn piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan kelentuan Peraturan Perundang-undangan"

Pasal {50 ,

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada
(1), Kepala SKPKD menyiapkan buktidan administrasi penagihan"

Pasal 151

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada
Bupati.

(2) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas piutang SKPKD dari pihak ketiga
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran
berjalan.

, BAB IX
PERUBAHAN APBO

Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 152

(1) Perubahan APBD dapat ditakukan apabita terjadi :

L Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unlt
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 

-

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya herut
digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat; dan

6, Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD, lany3 ciapai ciiiakukan i (satu) kaii dalam I (satu) tahun
anggaran, kecualidalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebiiakan pmum serta priotas dan plafon Anggaran sementara' Perubahan APBD

Pasal 153

(l) Perubah"n orro disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan agumd
KUA sebagaimana dimaksud dalam pasat tsz ayat (1) huruf a e.pri b;ilp;
terJadinya pelampauan atau tidak tercapainya indikator-indikator ekonoml matiro
dan pokok-pokok kebijakan fiskat yang diietapkan dalam KUA.

(t) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan ApBD
aebagaimana dimaksud datam Pasar 1!lLyat (1) huruf a tie iaram-rrn.angrn
kebijakan umum perubahan ApBD serta ppAS peiubahan ApBD,

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan ppAS perubahan APBD
aebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap p.nt.raaan
mengenai:

H, Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
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b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan

APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun

anggaran berjalan.

c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam

perubahan APBD apabila melampauiasumsi KUA'

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD' 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat

minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan'

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling

lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan'

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran

berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam

rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal {54

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam

nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati den$an pimpinan DPRD

dalam waktu bersamaan.

Pasal 155

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, TAPD

menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA'
SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DFA-SKPD yang

dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi

kepala SKPD.

(2) Rancangan Surat ECaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria

DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan

dan pembiayaan;

, b' Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKpD yang telah dlubeh
kepada PPKD;

c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan ApBD, ppAs
perubahan APBD, kode rekening ApBD, format RKA-SKPD dan/atau bppA..
SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKpD yang dapat dlubrh
aebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oteh Bupati patingi.1ndat';iffit|
kctlga bulan Agustus tahun anggaran berjalan,

Pasat 156

Tda cara penyusunan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimakgud dalrm
Frsel 155 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati, 

"-

Pasal 152

('l) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud datam pasal 15s ayat (1) depet
barupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program'dan'kad;G;
darl yang telah ditetapkan semuia.

(3) Peningkatan atau pengurangan caRalgn larget kinerja program dan keglatan
rcbagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan d;lam format dok-umcn
pelaksanaan perubahan anggaran SKpD (DppA-SKpD).

(9) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, lcnlr,
obyek dan rincian obyek pendapatan, beianja serti pembdt;a; b;ii;d;u;
dllakukan perubahan maupun setelah perubahan.

ll) Perubahan DpA-sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bcrupa
peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja progiam bin f<eigiaten di1
yang telah ditetapkan semula.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 158

{1) Pergeseran anggaran qnlar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanJa
acbagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b serta pergbseran entlr
obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanj" Jifo-rfaJfXen
dalam DPPA-SKPD

(3f Pergeseran antar.lincian 
XbJgI belanja datam obyek betanja berkenaan dapat

dllakukan atas persetuluan Ppl(n.
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(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
persetujuan Sekretaris Daerah.

(4) Pei'geseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) den ayat (3) diiakukan
dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD^

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD.

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat .
E!^FAIr.--^h Gnl'{^ Anrnaran I ahih Tahrrn Sahahrmnrrlr El l!tl,urrqqrf vsrvv ^..vvq. 

q.r

Dalam Perubahan APBD

Pasal 159

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

152 ayal (1) huruf c dapat berupa :

a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui
anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat (2);

b. Melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
Pemerintah;

d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137;

e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan; dan

f' Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatken darl' yang terah ditetapkan Jemura'darim opn-srp6 tanun anggaran berjalan yangdapat diseresaikan sa.moai dengan oatas a[nii Jrnv*i"-r"ir. 
-pJr6ii1,,,]lin

dalam tahun anggaran berjalan"

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan p'ngalua'nsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ; hili [, nrrrr c, dan huruf fdiformulasikan terlebih dahulu dalim DppA-SKpD.

{1) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun se-belumnya untuk mendanal pengeluaren .

aebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o oironirurisilan tertebih dahulu dalamDPAL-SKPD.

(6) Penggunaan saldo.anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengclurran
eebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e oirorirurisi[an terlebih dahulu dalamRKA-SKPD.

, 
" 

n o 

", 
i?:fl ' il5"i$Laru rar

. pasal i60 . :

(l) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud daram pasar 1s2 ayat (1) huruf daekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai birik'ut :

e' Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan fldakdapat diprediksikan sebelum nya;

b, Tidak diharapkan terjadi secara perulang;

c, Berada diruar kendari dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
d, Memiriki dampak yang signifikan terhadap anggaran daram rangka pemuilhanyang disebabkan oleh keadaan darurat.

lE) Detam keadaan darurat, pemerintah Daerah dapat merakukan pengeruaran yangbelum tersedia anggarannya, yang seranjutnya ;iilik;; daram rancangEnperubahan APBD.

19) Pondanaan keadaan^.darurat yang berum.telse"dia anggarannya sebagaimane
dlmaksud pada ayat (2) dapat menfrunakan beranja tioai iJrouga.

f{} Dclam hal belanja tidak terduga tidak mencukupidapat dirakukan dengan cara :

H. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target klnerJaprogram dan kegiatan lainnya dalam tihun anggaran 6*ri"irn; dan/atau
h Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksuo pada. ayat 
. 
(2) 

-termasuk 
belanja untuk

kepertuan ,"no"r"?y;ft kril;;i;;ya ciietapt<an dalam Peraturan Daerah ientang

APBD Yang bersangkutan.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mencakuP:

a.Programdankegiatanpelayanandasarmasyarakatyanganggarannyabelum
tersEdia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang-apabila-{tyl?.:l?lmenimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan masyaraKal'

(7)Penjadwalanulangcapaiantarset-kinerjaprogramdankegiatanlainnyadalam
tahunanggaran-berjalansebagaiman,a.aim-at<suopadaayat(4)hurufa
Jto* rt"J,f"n terlebi h dahul u dalam D P PA'S KPD'

(g) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

'-' oiffiur"sikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD'
' I Perubahan APBD'

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi 
. 
setelah ditetapkannya

pemerintah oaeiJn ;6;i meraruran pengelu.aian .y3ng beium terseciia

anggarannya d";;"n;;i;t"n Gi*"uut disafipakan dalam laporan realisas!

anggaran.

(10) Dasar pengeruaran untuk.kesiat?!.!"3,HT-'Sli?:lllilii'ffT::"n::"ffit^!?
Oifo*,if""i"fan terlebih J"nuti O"tt11 nfn-SXpo untuk dijadikan dasar peng

DPA-SKPD oleh ppKDli;i;h ;;,"p"roleh persetujuan sekretaris Daerah'

(11) Pelaksanaan pengeluaran' untuk .mendanai 
kegiatan dalam

'"' ..U.g"imana 
'Oitlf.tuO pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih

dengan Peraturan BuPati'

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 161

Persentase50%(limapuluhpersen)sebaoaimanadimaksudpadaayat
merupakan selisih kenaikan atau penurun"n riturr pendapatan dan belanja di

(t)

Pasal 162

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru
dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulaelkan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan keglatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-
SKPD.

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan kedua APBD.

Pasal 163

Dalam hal kejadian luai" biasa )r-ang menyebabkan estimasi penerimaan dalqm
APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2), maka dapat dilakukan penjadwalan
ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam
tahun anggaran berjalan. .

Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diformulasikan$e dalam DPPA-SKPD .

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai daaar
pcnyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD,

Bagian Keiuiuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 164

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dienggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampalkan
kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

I'cmbahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RIG-SKPD
den DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum

;rcrubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan
alau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerJa,

(2)

(3)

(4)

{1)

keadaan
dahulu

(?)

(3)

(r)

t3)

B3

(2)

APBD.

A)



indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar
pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DppA-SKpD;rang memuat program
dan kegiatan v3ng akan dianggarkan dalam perubahan- APBD iercl'apat
ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sK'pD
melakukan penyempurnaan.

Pasal 165

(1) RKA-SKPD yang memuat,program dan kegiatan baru dan DppA-sKpD yang akan
dianggarkan dalam perubahan ApBD ying telah disempurnakan ot6n 6rpo,
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TRpO,

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DppA-$KpD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telan dibahas TAPD, dijadi[an 

-banan

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan ApBD dan
rancangan Peraturan Bupatitentang penjabaran perubahan ApBD oleh ppKD.

.,. * Bagian Kedelapan
Pene-tapan Perubahan APBD

Paragraf I

, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubllhan ApBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pErubahan APBD

Pasal 166

.f,a1fnean Peraturan nlsttn tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh ppKD memuat pendapaiian, belanji
dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 167

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 166 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentan! perubahan APBD
beserta lampirannya,

(2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

d' Rekapitulasi perubahan. belanja menurut urusan pernerintahan Daoreh,organisasi, program dan kegiatan;

e' Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan Daerah dan fungsi daram kerangka p.nglbliln
keuangan negara;

f' Daftar perubahan jumrah pegawai per gorongan dan per jabatan;
g' laftql kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselagclkan

dan dianggarkan kembatidatam tailn anggarrn inijtrn
h, Daftar pinjaman daerah.

Pasal 168

(1) Rancangan peraturan quq4i tentang penjabaran perubahan APBD sebagalmrnadimaksud datam pasal 166 terdiri dan' rancanb"n 
-p.rrtur"n -arC"ffi;;

penjabaran perubahan ApBD beserta lampirannya.
(E) Lampiran i"ancangan Peraturan Bupati sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) terdlrl.dari:

a, Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, beranJedaerah dan pembiayaan daerah; dan

b' Penjabaran perubahan ApBD menurut organisasi, program, kegratan,

, kelompok, jenis, obyek, rincian oby":penoapatai, b;T;jr d"ni"m6iri#;""'

Pasal i69
(l) !919angan Peraiuran Daerah ientang perubahan APBD yang telah disusun olehPPKD disampaikan kepada Bupati.

l3) Rancangan Peraturan Da.erah tentang perubahan APBD sebagaimana dimakeudpada.ayat (1) sebelum disampaikan ot'en eup"ii tepala-orRD disosiatisaslkankepada masyarakat.

{B) Eosialisasi rancangan Peraturan Daerah' tenrang perubahan APBD sebagalmanadlmaksud pada ayat (2) bersifat memberikari informasi mengenai hak dankawajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelakr"n"rn p.ru;d;;
APBD tahun anggaran yang direncanakan.

{d) P-enyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan A'BDdllaksanakan oleh SekretJriat Daerah.

a, Ringkasan perubahan APBD;

b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan
organisasi;

c. Rincian perubahan APBD menurui urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

atr



Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan penetapan

Raperda Perubahan APBD

Pasal 170

(1) Bupati menyampaika.n rancangan peraturan Daerah tentang perubahan ApB
beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu ked"ua bulan septemb
tahun anggaran berjalan untuk mendapatkln persetujuiri bersama.

(2) Penyampaian rancangan peraturan Daerah-sebagaimana dimaksud pada ayat (1
disertai dengan nota keuangan perubahan ApBD.

(3) DPRD . menetapkan agenda pembahasan Encangan peraturan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -

(4) Pembahasan rancangan peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan
perubahan APBD s_erta ppA perubahan APBD ying tetah olJepakati intara
dan pimpinan DPRD.

(5) Pengambilan keputusan DpR.D untuk menyetujui rancangan peraturan
tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada aiat (1) paling tambat
(tiga) bulan sebelum tahun anggiran yang bersangkuian beiakhir.

Pasal l7l. '

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semesteran pertama APBD
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutdya. . o

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tanuir anggaran uerkenaan,
dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah Daerah l-atm rangka
prakiraan perubahan atas ApBD tahun anggaran berkenaan,

Pasal 172

Rancangan Peraturan Dqg:l tentang perubahan ApBD dan peraturan Bupati
penjabaran perubahan APBD ditetap(an menjadi pei-aturan oier.an dan pr
Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubeinur.
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Paragraf 3
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

pasal 173

(1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala sKpD agar monyusun drrmenyampaikan rancangan DpA-sKpD*pating tambat 3 (tig;) nrrr iio. litcriiPeraturan Daerah tentang perubahan ApbD Olietaffan 
- '"'

(2) DPA'SKPD,yang mengalami perubahan. dalam tahun berjalan seluruhnyr harurdisalin kembari ke daram Doirumen peraksanaan peruuJfian nnggars;-grtua;
Kerja Perangkat Daerah (DppA-SKpD),

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rlnclan obyclpendapatan, beranja atau pembiayaan yang mlngitimt penimuatnn rirupengurangan atau pergeseran harus disertai dengan-penjelaian tatii oci*iniperbedaan jumlah anggaran baik sebelum ditakukln p"*6inan maupun iiilrlfidilakukan perubahan.

(4) DPPA'SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TApD dan disahkan olch ppKD
berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB X
PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan pengeluaran Kas

Pasal 174

(1) Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah prdr
bank yang sehat.

(2) Penunjukan bank yang..sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan
dengan keputusan Bupati dan diberitihukan r"piOi pFn5, -

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

PaShl {7S

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaren ktryang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beranja d; -tfibdi;;
Pemerintah Daerah.

(2) Penerimian iai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :



a. Potongan Taspen;

b. Potongan Askes;

c. Potongan PPh;

d. Potongan PPN;

e. Penerimaan titipan uang muka; dan

f. Penerimaan uang jaminan;

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. Penyetoran Taspen;

b" Penyetoran Askes;

c. Penyetoran PPh;

d, Penyetoran PPN;

e. Pengembalian titipan uang muka; dan

f. Pengembalian uang jaminan.

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai
penerimaan perhitungan pihak ketiga.

iS) pengetuaran kas sebrigaimana dimaksud pada ayat (3) sepert dilakukan sebagai
pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

(6) lnformasi penetimaan kas dan'pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3)disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran'

(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah.

Pasal 176

Mekanisme dan tata cara pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud Pasal 174 dan pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 175 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENATAUSAHAAN KEUANGAhI DAEMH

Azas um um r*31ff:il$fll"r"nnrn Daerah
pasal i72

('l) Pengg.una anggaranikuasa pengguna anggaran, bendahara panerlmran/
pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau ' mjnguiiii
uang/barang/kekayaan daerah wajib menydlenlgarakan penatausahaan iiauli
dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokuman yang bcrkrltrn
dengan surat bukti yang menjadi dasar pene-rimaan dan/atau pengei'uaiin iiilpalaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran miteriat ain rtfiit
yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.

peraksan aan p*,3?:lX:ffa1uft eu a n gan Daerah
pasal 178

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

a. Pejabat ydng diberiwewenang menandatangani SpD;

b, Pejabat yang diberiwewenang menandatangani SpM;

c. ne;:aUat yang diberi wewenang mengesahkan SpJ;

d, Pejabat yang diberiwewenang menandatangani $p2D,
6. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

f Bendahara pengelua.ran yang mengelola belanja bunga, belanJa subrldl,
belanja hibah, belanja bantuan sosibl, belanja 6agi naiit, belanja uantuiri
keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluarin periuiaygan pada'sKpD;

g. !9l{ahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPD; dan

Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan ApBD.
(2) Penetapan. pejabat yang. ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kunr

pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayai (1i-huruf O 
-O'itaksanilin

aasuai dengan kebutuhan.
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(3) Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan
pendapatan daerah;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti
penerimaan lainnya yang sah; dan

e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan
pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran ApBD.

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenabn.

Bagian Ketiga
Fenatausahaan Penerimaan

Pasal 179

(1)'Penerimaan daerah disetor r* r.etening Lr, ,rnur oaerah paaa oank pemerintah
yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ke tiga;

b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan

c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak
ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

(4) Bendahara penerimga.n.wqli! menyetor seluruh penerimaan ke rekenlng kae umum, daerah paling lambat 1 (satu) hari lierja setelah d*n.iimaan uang dari pf6ii r,jilei,
(6) Be.ndahara penerimaan.dila.rang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang

dalam penguasaannya lebih diri 1 (iatu) hari k-erja olnratau atar rfiIiirfrllrpada bank atau giro pos,

(6) Atas pertimbangan kondis.i .geografis yang sulit dijangkau dengan komunlkarltransportasi, .dapat melebihi- kelentuan ultas wakiu ienvetorai erblgrillne
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Aup.ii

Pasal i80 
.

(1) Bendahara penerimaan wajib.menyelenggarakan penatausahaan terhadap eoluruhpenerimaan dan penyetoran atas pbnerimian yangj menjadi ianggung FvGLn/N, 
'

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
menggunakan :

e. Buku kas umum;

b, Buku pembantu perincian objek penerimaan; dan

c, Buku rekapitulasi penerimaan harian.

(t) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagalmana dlmakrud. pada ayat (1) menggunakan :- -

s. Surat Ketetapan pajak Daerah (SKp_Daerah);

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); . -

c. Surat Tanda $etoran ($TS);

d. Surat Tanda Bukti pembayaran; dan

0, Buktipenerimaan lainnya yang sah,

{rl} Bendahara. penerimaan pada sKpD wajib mempertanggungjawabkan Bocera
edministmsi atas pengetolaan uang yang- menjadi' tanggling l'awaon)la d;ge;menyampaikan raporan pertanggungjaylnan'penerimlin -t'epaoa';dil;;
anggaran/kuasa pengguna anggaran melarui pp(-sKpD faring rdmbat tl.giiii0
bulan berikutnya.

{6) Bendahara penerimaan pada sKpD wajib mempertanggungjawabkan Bacarafungsional .atas pengeroraan uang yang menjadi 
'tangg-u;g 

liwann/i d.ngr;
y.elYamRaikan laporan Qe.rlalssunsiawaban p'enerimaii t<epioa pfro salituBUD paling tambat tanggat 10 biian Sbrikutnya.

F
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(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) dilampiridengan :

a. Buku kas umum;

b. Buku pembantu perincian objek penerimaan;

c. Buku rekapitulasi penerimaan harian; dan

d. Buktipenerimaan lainnya yang sah.

(7) PPKD selaku BUD meiakukan verifikasi, evalua'si dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis.sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
dalam rangka rasionalisasi penerimaan.

(9) Mekanismb dan tata cara verifikasi, evaluasi, analisis, pertanggungjawaban,
penetapan dan penyetoran serta penatausahaan penerimaan OaerlF diitur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

pasal lg2

' (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, rembaga keuangan atau kantor po! yrngbertugas meraksanakan sebagian tugas dan fu-ngsi u.nolnrr" penerimaan.
(2) Bank, badan, lembaga keuengan atau kantor..pos wajib menyampalkan laporanpertanggungjawaban penerimaan kas yang oiierimanyi lepaioa brt;ii 

":.ir[lBUD.

Bagian Keempat
Penatausahaan pengeluaran

Pasal i83

(1) Persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan pcrmlnlgnpembayaran ditakukan metaui penerbitan spp-Ls, sFp:tF, spp.cuaaf, gpp.fii '

(2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan-_mengajukan spp-Ls melelul pcJrbrtpenatausahaan keuangan padi sKpD t-.,proi pengguna anggaran/ku$apengguna anggaran seterah diterimanya tagihan dari pihak [itiga.
(3) Pengajuan spp-LS. dilampiri dengan kerengkapan persyaratan yang dltetapkrngesuai dengan peraturan perundang_undanga-n. ' " r-'-l-"
(t) Bendaha.ra nelggfglan.melalui pejabat penatausahaan keuangan pada sKpDmengajukan spp-up kepada irelrgguna anggaran setinggr-ilngglnya untukkeperluan satu bulan. Y'

(!) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan rlnclrnranqana penggunaan dana.

(€) untuk.penggantian.d,rn q"r3!!{an penggunaan uang persediaan, bendaherapengeluaran mengajukan Spp_GU Oanlitau Spp-tU.
(7) Batas jumlah perigajuan-spp-TU-sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harurmendapat dan waktu penggunaan.

Pasal l8f

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis
wajib pajak daniatau wajib retribusi tidak munfkin mem-bayar kedjiba;nt;
langsung pada badan; lembaga keuangan .rl.; kantor* poi yang- 6ertugla
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi-bendahara penerimaan,'aafiat oitufiuk
bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib ilenyeior seluruh penerimaan ke feke
kas umum daerah paling lambat 1 (satu) haii kerja setelair penerimaan uang
pihak ketiga.

(3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan
tlansportasi, dapat melebihi batas waktu penyetoianlebagair[ana dimaksud ayat
(2)ditetapkan dalam Peraturan Bupati, - 

'

(4) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan peny-etoran aias fiJnerimaan yang menjadl
tanggungjawabnya:

(5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penerimaannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanffat E
bulan berikutnya.

paragraf I
Penyediaan Dana

Pasal t84

(l) getelah penetapan anggaran kas, ppKD dalam
menerbitkan SpD.
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(2) s-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

(3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasai'kan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SpD"

(4) Penerbitan sPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan perbulan,
pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Parigiaf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal {85

(1) Berdasarkan sPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan spD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat (g), bendahara pdngeluaran
llmg_ajukan sPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :

a. $PP Uang Persediaan ($pp-Up);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

c. . SPP Tambahan Uang (Spp-T.U);dan

d. SPP Langsung (SPP-LS),

'(q 
L-engaiuan SPP sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c
dilampiri dengan daftar rincian rencana penggirnain dana sampai Oengan lenis
belanja.

(4) Penerhitan sPP-:uP, $-P,P:GU, sp-pjru, spp-LS sebagaimana djmaksud pada ayaf
(2) diajukan oleh bendahara pengeruaran kepada pengguna anggaiannuasi
pengguna anggaran melalui ppK-SKpD.

(5) PPK-$KPD meneliti ketengkapan spp-up, spp-Gu, spp-Tu dan spp-Ls
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan"

paragraf 3
perintah Membayar

pasal 196

(1) Daram har spp'up, spp-Gu, Spp-TU, Sp.p-Ls sebagaimana drmaksud drrrmPasar 1gs ayat (5) ainvaiakbn'rengkap oan san,-pingguna anggaran/rrumpengguna anggaran menerbitkan $pMl --i!' rv'r

(2) Dalam har spp-up, spp-Gu, spp-Tu,, spp-Ls sebagaimana drmakgud drrempasar 1BS avat (g) dinyatak'an'tia"r. rengkap d;;;t"*"it;* "lT;:T:rffl?.
anggaran/kuasa
spM_ru, *r"-rdLingr.';;;ig;"i"i ,.n.no'irr<' meneru-i*<art'$":i}, oJJfr?8l,,

(g) spM'Up, spM€u,.-spM-TU, spM-L$..yang terah diterbitkan oebagarmanrdtmaksud pada ayat (1) diajukan r-pada eub/dasa-dtiointur penerbrtan sp2D.

paragraf 4
pencairan Dana

pasal lg7

(l) BUD/Kur.. BuD^,,Tll_"lilf..f.!:nskapan dokumen SpM_Up, SpM-cU, SPM.TU,9lI -f s yan g diaj ukan., or"h. peniguna ang griJrlrrrua.,p"=1,pensetuaianirnsdiriur"ntici*fi""[mpaul-pasud;;,*:.H8;ffi 

"ilrX?:f 
ir:.XTctttetapkan datam'perituran peiunoanf-i,n;;;;;-. --"';';'; v':,, w

{3} Kalengkapan ookumen-spM-up untuk penerbitan'sp2D adarah surat perny;tarntenggung jawab pengguna anggaranlliuasa pengguna anggaran,
(E) Kcrengkapan dokumen spM-Gu untuk penerbitan $p'p mencakup;

l' 
l,iJ;lri."t*tttt tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa p.nggunr

b, Bukti-buktipengeluaran yang sah dan lengkap.
(4) Kelengkapan dokumen spM-Tu untuk penerbitan sp2D adarah surat pernyataanhnggung jawab penggrn" 

"nggirini[rru 
pengguna anggaran.

(€) Kolengkapan dokumen $pM-LS untuk penerbitan sp2D mencakup :a' 
:il3:rj;tvataan 

tangguns jawab pensguna anggaran/kuasa pengguna
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b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D"

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu
anggaran, kuasa BUD menolak penerbitan SP2D.

(8) Dalam hal ktast BUD'berhalangdn, yang beisangkutaii dapat mbnunjuk 
"p

yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D"

(9) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud
ayat (1) dinyatakan lengkap, BUD/ kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(10) Dalam hal $PM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah daniatau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, BUD/ kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasa! f88

(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) pating lama
(dua) hari keria terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(2) Penolaliin peherbitan SPZD sebagaimana dimaksud dalam 
-nlsat-taZ 

ayat
paling lama 1 (satu) harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

'' Pasal 189

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan

keperluan
kepada penggu

anggaranikuasa pengguna anggaran.

(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pem
langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 190

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup :

a. Register SP2D;

b, Register surat penolakan penerbitan $P2D;

c; Buku kas penerimaan dan pengeluaran.

paragraf 5
Pertanggungjawaban pbn gg unaan Dana

pasal i91

(1) Bendahara pengeluaran secara adminitratif wajib mempertanggungjawabkrnpenggunaan uang.persediaan/ganti uang persediaan/tambah rrlii pliiil;;nkepada kepara sxpo merarui' pFx-sx-pii p"ring i;lrt tanggar 10 buranberikutnyg.

(2) Dalam melakukan verifikasi atas raporan pertanggungjawaban yang dlrampalkan,PPK-SKPD berkewajiban ;

e, Meneriti kerengkapan dokumen raporan pertanggungjawaban dan keabcahrnbukti-buktipengeluaranyangdilamilirkan; es-"e,-'

b' Menguji keberaran 
.perhitungan atas 

,pengeluaran per rincian obyek yangtercantum dalam ringkasan pe-r rincian o6vet] 
- --'-" r-

c, 
|lenohituns 

pengenaan ppN/pph atas beban pengeluaran per rlnclan obyck;

d' Menguji kebenaran sesuai dengan spM dan $p2D yang diterbltkan penoa.sebelumnya.

(3) untuk tertib raporan pertanggungjawaban pada akhir t+h,un anggeran,pertanggungjawaban pengeluarai-oarii nut"n oes6mGr alsampa6an pallng lambattanggal 31 Desember. -

' pasat fge 
:

Fengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran merakukan pemeriksaan kas yengdlkrlola oleh bendahara penerim.in J"n uEndahara pengeruaran minimal sekall dalamI (tlga) bulan.

Mrkenisme dan tatacara
Eupatt,

Pasal i93

penatausahaan pengeluaran kas diatur dalam peraturen
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BAB XII
A,KUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
$istem Akuntansi

Pasal 194

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati mengacu pada

sistem akuntansi pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)diselenggarakan pada SKpD dan SKpKD,
sistem akuntansi pemerintahanlg"n pada sKpD sebagaimana dimakeud prdaayat (6) dilaksanakan oleh ppK-SKpD,

sistem akuntansi pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dlsusun 
.dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan atandarakuntansi Pem erintahan,

(9) slstem akuntansi pemerintahan Daerah diraksanakan oreh ppKD.

{,l0) sistem akuntansisKpD diraksanakan oreh ppK-sKpD.

{l t) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) mengkoordinaEikan pelakaanlnsletem. dan prosedur penatausar'aan bendahara pdnerimaan dan bcndaherapengeluaran.

Pasal {9S

(1) Pemerintah Daerah 
.dalam .menyelenggarakan sistem akuntansl pemerlntahrn

Daerah menetapkan kocJe rekening uniiri r;td;;erala oan raporan realasrrenggaran.

(l) Kode rekening untuk m.enyusun laporan neraca.sebagaimana dimakeud pada ayat(1) terdiri-dar:i kode r:ekeriing asei, rooe i"r.lri.g-k!il;ii[an, oan rode rekenrngskuitas dana. .r,,. vsrr...^v\fe ttr^Eiltltl

{3) Kod.erekening.untu.k,menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dlmekrudayat (1) terdiri dari kode-akun plndapatanl tooe-Jrun'neranii, oan d;ilil;pembiayaan.

Itl) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (j) disusun dengrnmemperhatikan kepentingan penyusunan tapoian' 6tatistti--'kdil;;
Daerah/Negara.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

pasal i96

(1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi untuk dfladlkandasar pengakuan, pengukuran itan petap5mn lirr 
".*j, kewajiban, okultea,pendapatan, beranja dan pembiayaan serta b*niur p"I"p*iiiv".

tE) Kobuakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

(€)

(7't

(B)

akuntansi
Peraturan

(2)

(3)

Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun laporan
keuangan yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

-c. _-Lappran arus kag;-gan. -

d. Catatan atas laporan keuangan,

(4) Entitas Akuntansi seb.agaimana dimaksud pada 
"ayat 

(1), menyusun laporan
keuangan yang meliputi :

a. Laporan realisasianggaran;

b. Neraca; dan

c. Catatan atas laporan keuangan.

(5) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi :

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan

d. Prosedur akuntansi selain kas.
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a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan
keuangan; dan

b, Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

Pasal 197

(1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuan$an
Pemerintah Daerah"

(2) Kepala $KPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan sKpD
disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi-laporan keuangan pem

(3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa pengguna Barang wajib mengcrora dan
ffi:ililr,-ffi 5:t 

barang m itik daeriii v"ng";;"i" ili# pensuasaenny, c.nsal

pasal 200

ff:,ffif"H..r:nnrqr"n 
barang ditakukan sesuai dengan kemampuan keuangan drn

monsutama*,.'0;;01,,'!x1ff{ift #'911","jffiff !""J",llLidH.'5.ffi ,'oJd:.'
pasat 201

(l) Barang mirik daerah diperoreh atas beban A'BD dan perorehan ralnnya yang arh,(2) Perorehan rainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup 
ra' Barang yang diperoreh dari hibah/sumbangan atau yang seJenrs;b' Barang yang- diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagl haall dan krrJasama pemanfaatan barang milik daerah;

c' 
f,fl:l3rTr:tXtiiperoleh 

berdasarkan peneiapan karena peraruran perundahg.

d, Barang yang diperoleh dariputusan pengadilan.

. .pasal 202

(1) Pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dan gndakan
' terhadap barang daErah ,neng ;;cakup p"r"n.rriaan kebutuhan, penganggeran]pengadaan, penggunaan, peinanfaatan, pemelihrr."n, plnltausarraan, penllalan,penghapusan, pemindahtanganan Orn p"ngrr"n"n.

(3) Barang mirik daerah.yang diperrukan untuk. merayani kepentingan umum ildak
!ffX:flXfl' 

diserahkln Trar<it,a-repaJ"'pl''ir'ril,"oullirrn 
tanssunsan arau

pasal 203

(l) Pomindahtanganan. barang milik Daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 202ayat (1) dilakukandenganiara oiir"L Jip"rtur<J*an ata,iiiilrtrfrn sebagal modelPemerintah Daerah mjnOapai p"lrJrir", DpRD.
13) Persetujuan DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:e, Pem indahtangqg.p_Jana.f 

_{9n/g!aq p_algu !ql ;

Daerah.

Bagian ketiga
Prosed ur Akuntansi Penerimaan dan pen gelu aran Kae

serta Aset pada $KpD

Pasal 198

(1) Prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada sKpD m
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, samapai dengan la
keuangah,yang berkaitan dengan penerimaan dan-pengeluaran kas dalam ra
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manrial
menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi aset pada sxFo meliputi pencatatan dan pelaboran
atas perolehan, pemeliharan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan
terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKpD.

(3) Frosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKpD,

BAB XIII
PENGELOLMN BARANG MILIK DAERAH

Pasat 199

(1) Bupatimenetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah.

(2) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang bagi SKpD yang dipimpinnya.
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Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud huruf a tidak termasuk
tanah dan/atau bangunan yang :

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

3. Diperuntukan bagi Pegawai Negeri;

4. Diperuntukan bagikepentingan umurn; dan

5. Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.

c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
bernilaitidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah)

(3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
bernilai sampaidengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWAB-AN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

- 'an3ra" 
*"3'Hxjo:isTsffHil"Anssaran 

6

Pasal 204

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggunjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.

(3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan

disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lamaT (tujuh) hari kerja setelah
semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama

anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam)bulan
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berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada ppKD sebagal darar
penyusunan.laporan realisasi semester Pertama APBD paling lama l0iaaputun)
hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhlr. '

Pasal 205

(1) PPKD m.enyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan pragnoalc untuk 6(enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh'rariorEn rij]lirr
semester pertama.anggaran pendapatan dan belanja SKPD sefia prdgnoall untuf g
(enam) butan berikutnya sebagaimana dimaksud datam nasar eri+--iyriEiilh;
lambat minggu kedua buran Juti tahun anggaran berkenaan dan'oroimpjili
kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator !6ngetolaan keuangan Aaeratr,

(2) Laporan realisasi .semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulrn
berikutnya sebagaimana.dimaksud pada ayat (t) disairpaikan kepada'Brp;iinaiinf
lembat.minggu ketiga bulan Juli tahun'anlEjaran bbrkenaan'rntri AfiJtipili
aebagai laporan realisasi semester pertama npao dan prognosis unt* o1J[emj
bulan berikutnya.

{9) Laporan realisasi .semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) disailrpaikan kepada'DiRd trlih;lambat akhir bulan juli tahun anggaran berlienaah.

Bagian Kedua
. . . Laporan Tahunan 

.

Pasal 206

(1) PPK-$K'PD menyusun laporan keuangarl SKPD tahun anggaran blrkenaan dan
dleampaikan. kepada kepara sKpD ultuk ditetapkii seuagaL r.porun
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKpD.

(3) Laporan .keua.ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan kopadt
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pbmerintan Daerah,

Pasal 207

(l) Laporan keuangan sKpD sebagaimana dimaksud dalam pasal
dleampaikan kepada Bupati melilui ppKD paling rambat 2 (dua)
tehun anggaran berakhir.

{3) Leporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh peJabat
p€ngguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada oi sxpo
yan g m.enj ad i !g!,g!_ung lrygbnya,

{9} taporan keuangan sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiridari :

206 ayat (1)
bulan ectelah
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a. Laporan realisasi anggaran;

b, Neraca; dan

c. Catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sKpD_sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat pernyataan Kepala sKpD bahwa pengelolaan ApBD yang'menladi t"nggingjawabnya telah diselenggarakan berdisarlan s.istem ferigen;datiari inton"1,"ni
T:11|91i- dan standar Akuntansi pemerintahan slsuJi dengan t&t'*";Herundang-undangan.

(o) $pora.n keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yarig menyatalan pengetolaan ApBDyang menjadi tanggung jawabnya tetah disetenggdrakan b'erdisarkan sistem

f:g::flirn intern yang mernadai, sesuai oJigan peraturan perundang.
undangan.

rc4

Pasal 208

(1) PPKD .menyusun laporan keuangan pemerintah Daerah dengan cara
menggi-bungkan laporan-laporan keuingan SKPD sebagaimana dimakiud dalam
Pasal 207 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Oeramrimya tafrun ang!;ran
berkenaan.

(2) Lappran..keuangan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan 

. 
kepada Bupati melalui $ekre-taris Oaerafr selaku koordinatorpengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungj"*rurn

pelaksanaan APBD.

(3) Laporan. keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.: . .

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca; , o

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan. keuanqan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengaiur tintang standar akuniansi
Pemerintahan.

(s) fpora.n keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
thTp{i dengan taporan ikhtisar reatisasi 'i<inerla 

oan, taporin i",i*g;,i
BUM D/perusahaan daerah.

pasal 209

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud daram pasar i

*iT :l$m1,,*l#iJil'eT'x seram uit-dil;i,i,0,8 f i,il Jitlil :ti5$
(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BpK sebagaimana

fl:',ffi:'m,., firoffi?i#ffm' 
"' 

ruuai 
- 

niria n ;i'ilf "H:l'|fi.'; ffi :'fl
(3) Apabira sampai. batas waktu sebagaimana dim.aksud pada ayat (z) BpK bcrummenyampaikan raporan hasir pemeriksaan, Bupati o.p"t',i"nvamparkan rEncengenPeraturan Daerah'kepaOa OphO. 

-"'

pasal 2i0
(1) Bupati dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BpK atas laporen

[:Hll?:l S:;;fi'?lir 
o"ei"n ,"oasaimana dir.ffil d"ram pasar aoe aylt (z;

(l) Bupatiwajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan haellpemeriksaan BpK atas lapoian fJuingan pemerintah Daerah.

pen etapan Raperda r"if,Xffi lff:'$:ban peraksanaan APBD
pasal Zll .

(l) Bupati mengajukan.rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD beserta jm pirann}," r,"p.a.d-a ;'pffi '["lup" 
taporan keuangan

f ilt f ',* lf :lffi ilf [ 3;ffi i] 
F fi * fi r." f",'l' ri,i' i-" r iii r am b ai o re n a m r i lil n

(31 Laporan keuangan..sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang.kurengnyemeliputi laporan realisasi inggaia;, n"r"r", laporan aius kls, catatan atas laporan
i :: : 11Ul., :"#;, _'j:$l iiiri:ls,"il, jffiiT" 

lT, 
;' ;# ] 

^lft 
a r r a p o ra n re, J. g ; ;

(E) Rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban peraksanaan APBDrebasaimana dimaksud p"oa uv"i'ii)" oirinci ffrrri';;;;;gan peraturan Bupa'tantang penjabaran pertanggunti"i;atbi"p*r"Lrri';;; id;:
{{l 

l;ff;i?#r[!|1t:,ffi ot#l'' 
sebasaimana dimaksud pada ayar (1) direnskapr
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(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD otefr OpRp paling
terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Daerah.

Pasal 213

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipubtikasikan.

(2) Lapqran feq.angan pebagaimqna dimaksqd pada ayat (1) adatah taporan keuangan
yang telah diaudit oleh BpK dan telah diundanglian-dalim lembaran oaeiarr. -

(1) Agenda pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2"ii ayatll; oiientunan

a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 212

oleh DPRD.

Bagian Kedua
, penggunaan Surplus APBD

pasal 216

(1) Daram harApBD diperkirakan surprus, ditetapkan penggunaannya daram pcraturrnDaerah tentang ApBD.

(2) Penggunaan surprus ApBD diutamakan untuk pengurangan utang drn/elrupembentukan dana cadangan. 
-: "--'--" -!liqrr l,vrrvsrq

nEMBTNAAN DtI 
"ritXilXrAN 

pENcELoLMN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian lntern

pasal 217

(1) Dalam rangka meningkatkan kineria transparansi dan akuntabilitas pengelolirnkeuangan daerah, Bulati mengadi dan menyerengg"rrlin srsrem pengendarrrntntern di lin gkungan pem erintahin-pr.Ln van j ;;;6;ui ;r;'
(3) Pengendarian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosos yengdlrancang untuk membeiikan i"v"iinrn .yang memadai mengenai pencaprrrntujuan pemerintah Daerah v.ng't.i;;rrin aln r,er,anJiin raporen keuangln,

Bt*:1lil";:dt'jlglff 3.";i1;;'i;'i 
- p'os" dan kffi an ierta ditnuhli;;

{3) Pengendarian intern. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang_kurangnyrmemenuhi kriteria sebagai berikut;

Daerah tentang
lama 1 (satu) bulan

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagiin kesatu
Pengendalian Defisit ApBD

Pasal lll
(1) Dalam halAPBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan

menutyqi defisit tersebut daram peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumtal

pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlan belinja daiam satu tahun rnggJnn,
(3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pem

neto.

pasal 2lS

Batas maksimal defisit ApBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

a, Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
b. Terselenggaranya penilaian risiko;

0, Terselenggaranya aktivitas pengendalian;

d. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasl; dan
a, Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksudberpedom an pada ketentuan peraturan pJri,noang-undangan,

{1)
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pada ayat (1)



Bagian Kedua
Pengawasan

asal 218

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang
APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
tugas dan wewenang melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan
panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 219

Pengawasan dana APBD oleh Aparat Pengawas Fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ?20 
.

(1) Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah,

. Bupati menugaskan lnspektorat Kabupaten untuk melakukan
fungsional.

(2) Pengawasan internal mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah term
pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program/kegiatan dan manaj
Pemerintahan Daerah.

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten sebagaimana dim
pada ayat (1) melalui kegiatan :

a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu;

b. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari Satuan
Perangkat Daerah;

c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terj
korupsi, kolusidan nepotisme; dan

d, Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program
kegiatan.
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Bagian Ketiga
pemeriksaan

pasal 22i

Pcmeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dllakukan olchBPK ,sesuai. dengan peratuian iJrunlbng-unoanlan "oi brdang pemrrlkmanprngelolaan dan tanggungjawab keuangan negara,

BagiCn Keempat
Tindak Lanjut

Pasal 222

(l) Kepala SKPD wajib menindaklanjuti rekomondasi tentang laporan hacllpemeriksaan.

(t) Kapala.SFPD }/?lg tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi ltau sant<sTlainn11. r.srai J-r[iinPeraturan Pei"undang-undangan.

BAB XVII
PENVELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 223

{l) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum ataukelalaian seseorang harus- segera disetesaikan r*rrri oe-riian 
-iJirnt "In

Porundang-undangan.

{Ef Bcndahara' pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain atau plhrkkatiga yang karena perbuatanhya meranggar hukum atai ingraraik;. kdrfib;;yang dibebankan kepadanya seiara langsung merugikan keuangan oaeran, ivElromangganti kerugian tersebut.

ll) Kspala |[PD dapat segera melakukan tuntutan, ganti rugi, setelah mengctahulbahwa dalam sKPD yang bersangkutan terjadi r<irugaian";kibat parbuatan darlplhak manapun.

Pasat 224

{l) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala sKpD kopadrBupati dan diberitahukan kepada BpK serambri-rJriitnv, I itriJni [rri-i;,];retelah kerugian daerah itu diketahui.
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(2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dimintakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud"

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak
dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat
keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang
bersangkutan.

Pasal 225

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lain dan/atau
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) yang dikenai tuntutan ganti
kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penuntutan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampuan/ahli waris,
terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampuan/ahli waris untuk membayar ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (ti
tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangk
atau sejak bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat
bersangkutan diketahui melarikan diriatau meninggal dunia, pengampuan/ahli
tidak diberi tahu cjleh pejabat yang berwenang rhengenai adanya kerugian da€rHh,

Pasal 226

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah berlaku pula untuk uang dan/atau
bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai

(2)

(1)

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1

bukan bendahara dan pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan.

berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan daerah dan badan-badan lain
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 227

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi admi
dan/atau sanksi pidana.

(2) Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negerl
bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga tidak membedaskan yEng
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 228

Kalentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dletur dangan
Pcraturan Bupati dengan berpedoman pada peratuian perundang-undangan,

BAB XVIII
PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUIT'I DAEMH

Pasal 229

(1) Bupati dapat menetapkan sKpD atau unit kerja pada sKpD yang tugae pokok dan
fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum,

(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungen dengan :

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk menlngkatkan kualllit
dan kuantitas pelayanan masyarakat;

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan menlngkatkan
pierekbnomian masyarakat atau layanan umum;

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonoml dan/atau. pelayanan kepada masyarakat .

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksub pada
ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan
kebersihan, pelayanan perizinan, pengelolaan limbah, pengetoiaan iaaar,
pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah dan dana perumahan,

Pasal 230 - . .j ..

Erlem . menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada maeyarakat
Fbagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1), sKpb atau unii Kerja pada sKp-D
ytng menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibitas dalam pengelolaan keuangan,
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BAB XIX
KETENTUA,N PER.A,LIHAN

pasat Zl1

f9!3 saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor S Tahun
2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturanifeputuian
Bupati yang mengatur 

. 
tentang pengelolaan- Keuangan Daerah *urt" ri"tlnirlpelaksanaannya dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 233

Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kanuipaten Wakatobi.

Ditetapkandi Wangi-Wangi
pada tanggat 24-Z- ZotO

BUPATIWAKATOBI,

' TtdlCap

HUGUA

Diundangkan di
pada

ATEN WAKATOBI,

KABUPATEN WAKATotsI TAHUN 2O1O NoMoR: I

#:{ut
iE l-

\'&
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